ANALISIS PUTUSAN IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA II TAHUN
2006 TENTANG TRANSFER EMBRIO KE RAHIM TITIPAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)

Disusun Oleh:

MOH ULIL ALBAB

1602016108

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2020



H. Tolkah. M.A
NIP. 196905071996031005
Karonsih Baru Raya No. 87 RT 03/XII Ngalian Semarang

Muhammad Shoeim. S.Ag.. M.H.
NIP. 197111012006041003

J1. Sunan Giri Blok IV No. 7 Perum Depag Tambakaji Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4(empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Moh Ulil Albab

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Walisongo

Di Semarang
Assalamu’alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya

kirim naskah skripsi saudara :
Nama : Moh Ulil Albab
NIM  :1602016108

Judul : Analisis Putusan [jtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia II Tahun

2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqgasyahkan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

Pembimbing I Pembimbing I1

H. Tolkah, M.A. Muhammad Shoim, S. Ag.., M.H.
NIP. 196905071996031005 NIP. 197111012006041003




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

] FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
“"? I Prof. Dr. Hamba (Kampus III) Nealiyvan Semarang Telp.(024)7601291
crapien eaf Fax.76246%] Semarang 50183
E————
FENGESAHAN
MNama : Moh Ulil Albab
NIM (1602016108
Jurisan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Anahisis Putusan [jtima® Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia [1 Tahun 2006

Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan
Telah dimunagosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik /
cukup, pada tanggal: 26 Oktober 2020. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh
gelar sarjana strata satu (51) tahun akademik 202002021,

Semarang, 26 Oktober 2020

Ketua Sidang Sekertaris Sidang

p : _,-"I-ffi . , ‘..;"'- ‘_.:"\: ‘«.{; s

] _.-'f ?-/" ""- { "' ‘1‘;'-': 'Illnlﬂl 1
[ \emedl ) ‘

‘.- 2 _- o
Nur Hidavati Setvani. S.H.. M.H Muhammad Shoim, $.Ag. M.H
NIP.196T03201993032001 NIP.19T11101 2006041003
Penguji Penguj 11
D o
Dr. Tholkhatul Khoir, M. A Anthin Latifah, M.Ag
NIP.197701 20200501 1005 NIP.197511072001122002
Pembimbing | Pembimbing 2

-
|

H. Tolkah, M.A Muhammad Shoim, $.Ag. M.H
NIP. 19690507T199603 1005 NIP1ST11101 2006041003



MOTTO
(0£) 15098 S5 (&3 ) s s Uik Alnad 1555 £ Lall (0 GIA 301 5 5

Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu. Dia jadikan manusia itu (punya)
keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

(Qs. Al-Furqan [25]: 54)'

1588 & shsal gl aiily (O V) A1) ) agdledl Gb e gl Ga 2e G5l Gl
(V) Dsse 31 0515555 3 s

Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai
ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain
hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh
mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha
Pemaaf lagi Maha Pengampun.

(QS. Al- Mujadalah [58]: 2)*

! Departemen Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), him. 559
2 .
Ibid, him. 814
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ABSTRAK

Kemajuan sains dalam bidang kedokteran telah memunculkan suatu teknik baru sebagai
hasil pengembangan dari teknik bayi tabung, yaitu teknik transfer embrio ke rahim titipan atau
yang dikenal dengan sewa rahim (Surrogate Mother). Meskipun dalam praktik tersebut pada
dasarnya dapat membuka pintu (maslahah) kesempatan bagi pasangan yang tidak dapat memiliki
anak karena diangkatnya rahim sang istri akibat adanya penyakit tertentu. Namun teknik
tersebut, masih menyisakan banyak problematika bagi kalangan umat Islam, sehingga mendapat
respon dari berbagai kalangan. Diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan
dikeluarkannya putusan ijtima’ ulama tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan.
Dalam putusan ijtima’ tersebut, MUI telah mengharamkan segala bentuk dari teknik transfer
embrio ke rahim titipan. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa fatwa ijtima’ tersebut
tidak menjelaskan alasan-alasan keharamannya secara utuh, sebagaimana yang tertera dalam
fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 1979. Jika dibandingkan, fatwa MUI tahun
1979 secara jelas menjelaskan mafsadat yang terkandung dalam praktik transfer embrio adalah
masalah kekhawatiran atas kerumitan dalam penentuan nasab dan hak waris. Hanya saja dalam
fatwa MUI 2006 menyebutkan beberapa landasan dasar, diantaranya kaidah ushul figh yang
berbunyi “menghindari mafsadat atau madharat lebih didahulukan daripada mencari
mashlahah”. Disamping itu, dalam poin (4) fatwa MUI 2006 secara tegas menyebutkan bahwa
anak yang dilahirkan dari hasil yang praktek transfer embrio ke rahim titipan adalah anak dari
ibu yang melahirkannya. Padahal penentuan status anak dan waris adalah masalah yang masih
diperdebatkan oleh para ulama. Sehingga, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih
dalam apa yang menjadi latar belakang MUI mengeluarkan putusan ijtima’ ulama tahun 2006
tentang transfer embrio ke rahim titipan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, secara lebih khusus penilitian ini berangkat dari
rumusan masalah Apa yang menjadi latar belakang penggunaan landasan dasar hukum (ushul
fiqih) oleh MUI dalam putusan ijtima’ ulama se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio
ke Rahim titipan dan bagaimana status dan hak waris anak hasil dari bayi tabung melalui transfer
embrio ke rahim titipan berdasarakan pada putusan ijtima ulama tahun 2006 tentang transfer
embrio ke rahim titipan?. Penelitian ini menggunakan jenis penilitian studi pustaka (Library
Search) dengan cara mengumpulkan data-data dokumentasi tertulis berupa buku-buku, artikel
dan data-data lainnya yang dijadikan teori sebagai pisau analisis yang kemudian dianlisis dengan
obyek penelitian.

Berdasarkan hasil penilitian dapat disimpulkan, pertama MUI dalam putusan ijtima’ ulama
tahun 2006 telah mengharamkan segala bentuk dari teknik transfer embrio ke rahim titipan atau
sewa rahim. Keharaman tersebut disebabkan teknik transfer embrio ke rahim titipan tersebut
mengandung banyak kerusakan (mafsadat) daripada kemashlahatannya. Hal ini telah sesuai
dengan kaidah ushul figh yang digunakan dalam putusan ijtima’ ulama tahun 2006 yang
berbunyi “menghindari mafsadat atau madharat lebih didahulukan daripada mencari
mashlahah”. Adapun alasan yang menjadi latar belakang keharaman teknik transfer embrio ke
rahim titipan tersebut adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat mashlahah sebagaiamana yang
telah ditentukan oleh para ulama. Selain itu, teknik ini juga bukan merupakan kebutuhan pokok
atau dharuriyah melainkan hanya termasuk sebagai pelengkap hajat manusia untuk mendapatkan
keturunan. Kedua, mengenai status nasab dan hak waris anak yang dilahirkan melalui teknik
transfer embrio ke rahim titipan ini nasabnya hanya dapat disandarkan kepada ibu dan keluarga
ibu yang telah mengandung dan melahirkan (pemilik rahim), karena terdapat hubungan darah
antara anak dengan ibu tersebut sehingga dapat menyebabkan adanya hak untuk waris dan
mewarisi.

Kata Kunci : Putusan Ijtima’, Transfer Embrio Ke Rahim Titipan, Mashlahah, Status Nasab,
Waris.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan pernikahan dalam syari’at Islam adalah untuk memperoleh keturunan,'
kelak keturuanan dalam pernikahan inilah yang akan menjadi estafet kehidupan bagi kedua
orang tuanya yang tidak hanya bersifat keduniawian, namun juga berkaitan dengan investasi di
akhirat.” Oleh sebab itu, kehadiaran anak dalam sebuah keluarga merupakan hal yang sangat
istimewa dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keharmonisan sebuah keluarga,
karena tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat banyak kasus ketidakharmonisan dalam keluarga
yang dapat menimbulkan problem psikologis hingga terjadinya keretakan dan perceraian yang
diakibatkan oleh ketidak hadiran seorang anak dalam sebuah pernikahan.’

Namun demikian, benar adanya bahwa untuk mempunyai anak tidaklah mudah bagi
sebagian pasangan suami istri, sekalipun mereka telah lama melangsungkan perkawinan namun
belum juga dikaruniai keturunan oleh Allah Swt. Menurut Ali Barr, kesulitan dalam memperoleh
keturunan tidak hanya disebabkan oleh kelainan pada sang istri saja, melainkan bisa dari sang
suami maupun dari keduanya. Ali Barr juga menjelaskan beberapa hal yang membuat
perkawinan tidak bisa menghasilkan keturunan. Misalnya suami atau istri mengalami
kemandulan, penyebab kemandulan seperti berkurangnya kualitas sperma milik suami, penyakit
seksual yang berupa infeksi chlamydia, pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim, penundaan usia
subur perkawinan, tindakan aborsi yang dilakukan sebelumnya, adanya jenis-jenis penyakit lain
yang mengakibatkan kepada pengangkatan rahim istri, dan tindakan maupun penyakit lainnya
yang dapat mengancam nyawa sang istri jika hamil.*

Dengan adanya beberapa masalah di atas inilah yang kemudian menyebabkan
permasalahan dalam membangun rumah tangga yang seringkali memposisikan hubungan mereka

berada diujung tanduk perceraian yang sejatinya adalah perkara halal namun dibenci oleh Allah.”

' Dalam Islam tujuan dari pernikahan diantaranya adalah untuk memperoleh ketenangan, untuk
melaksanakan anjuran Nabi, menyempurnakan agama, memperbanyak keturuanan, menjaga kemaluannya dan
kemaluan istinya. Lihat: Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam , Jurnal Pendidikan Agama Islam, -Ta’lim Vol.
14 No.2 -2016, hlm.185

? Lihat di hadits HR. Muslim No. 1631 dalam Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi, Al-Minhaj
Syarh Shahth Muslim bin Al-Hajjaj, Cet.1, (Dar Ibn Hazm, 1433H).

3l ety a0 ale 31 A0 )la A8aia (e V) ADE (e V) Alae adalll G Gl 1Y) QU 28 ) (o sade A a5 08 o 0
e mlia o

*Bella Habibillah, Wismar Ain, Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate
Mother) Ditinjau Dari Hukum Kekeluargaan Islam, jurnal Lex Jurnalica, Vol.2, No.2, 2015, him. 152

* Endy Muhammad Astiwara, Fikih Kedokteran Kontemporer, ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm.. 69.

> Lihat (HR. Abu Duad nomor 2180dan dinyatakan sohih oleh al-Hakim dalam Kitab Sunan Abu Daud,)
kemudian kasus perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan ini salah satunya adalah putusan perkara
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Selain itu, perceraian juga dapat membawa banyak mafsadat yang menjadi sebab perpecahan,
perselisihan, bahkan pertengkaran antara keluarga, yang semua itu adalah perkara yang
terlarang.® Namun demikian, tidak sedikit juga pasangan suami istri yang sekuat tenaga
melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keturunan, seperti konsultasi ke dokter, terapi
kesuburan, bahkan mengadopsi anak. Apalagi dengan adanya kemajuan dan proses
pengembangan sains dan teknologi dalam bidang kedokteran, maka hal ini juga patut
dipertimbangkan untuk menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh keturunan.

Dalam dunia kedokteran, para ilmuan telah menemukan cara untuk mengatasi persoalan
tentang sulitnya mendapatkan anak bagi pasangan suami istri. Pengatasan masalah tersebut
dengan cara In Vitro Fertilization (IVF)atau bayi tabung, yaitu dengan melakukan pengawetan
sperma dan metode pembuahannya berada di luar rahim. Dimana terjadinya penyatuan atau
pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri tepatnya di dalam
sebuah tabung yang telah disiapkan sedemikian rupa di dalam Laboratorium, yang mana setelah
terjadinya penyatuan tersebut (zygote), akan diimplemantasi atau ditanam di rahim wanita, yang
biasanya pada wanita yang mempunyai benih tersebut (program bayi tabung).” Pada awalnya
program bayi tabung ini merupakan salah satu teknologi reproduksi bantuan (assisted
reproduction tecnology) yang digunakan ketika pasangan sulit mendapatkan keturunan.
Misalnya, karena kualitas/kuantitas sperma yang buruk, adanya penghalang antara sel telur dan
sperma, masalah ovulasi, dan masalah interaksi sel telur dan sperma. Dengan begitu program
bayi tabung hanya bisa dilakukan terhadap pasangan yang istrinya tidak mempunyai penyakit
seperti kemandulan maupun karena diangkatnya rahim istri.

Namun demikian, program bayi tabung ini masih menyisakan masalah lain bilamana sang
istri tidak bisa mengandung yang dikarenakan rahimnya terpaksa diangkat akibat penyakit
tertentu,’ di sisi lain pasangan suami istri sangat menginginkan akan kehadiran anak dalam
keluarganya. Untuk mangatasi permasalahan tersebut, para ahli dalam ilmu kedokteran program
bayi tabung ini telah menemukan sebuah cara, yaitu dari pembuahan benih laki-laki terhadap
benih wanita yang disatukan kemudian diimplemantasikan di rahim wanita lain, baik istri sah
maupun wanita lain (orang ketiga). Cara tersebut adalah pengembangan dari program bayi

tabung, dimana apabila sang istri tidak dapat mengandung tapi sel telurnya masih baik, maka

Nomor 1294/pdt.G/2011/PA.Mlg . lihat selengkapnya, Chintia, T. S dkk, Perceraian Karena Tidak Memiliki
Keturunan dan Campur Tangan Orang Tua, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tt)

SOp,cit,, hlm 4.

"Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim Di
Indonesia?, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), him. 2

8Pengangkatan Rahim atau yang disebut Histerektomi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya penyakit
kanker rahim atau mulut rahim, fibroid (tumor jinak pada rahim), dan endometiosis (kelainan terhadap dinding
rahim bagian dalam tumbuh pada indung telur, tuba fallopi), pendarahan hebat, Aenomiosis, dll lihat: PN. Arista,
Pembahasan Histerektomi, (Skripsi: IAIN Tulung Agung BAB III)



masih ada kemungkinan pasangan tersebut mempunyai keturunan, yaitu dengan cara pembuahan
di luar rahim sang istri, kemudian menanamkan sel telur dan sperma tersebut ke dalam rahim
wanita lain. Dimana telah terjadi kesepakatan maupun secara sukarela wanita tersebut yang akan
mengandung, melahirkan, dan menyerahkan kembali bayinya kepada pemilik benih. Hal inilah
yang disebut dengan nama transfer embrio kepada rahim titipan atau lebih dikenal dengan sewa
rahim (Surrogate Mother).”

Pada awalnya proses transfer embrio kepada rahim titipan ini memang cukup menjanjikan
dan menjadi alternatif terhadap penanggulangan beberapa kasus pasangan suami istri yang tidak
mempunyai keturunan. Namun, dari beberapa data yang ada, proses transfer embrio kepada
rahim titipan ini di beberapa negara termasuk di Indonesia masih terdapat pro dan kontra, ada
yang menerima dan menolak. Adapun negara-negara tersebut sebagai berikut:

1. Prancis, bahwa surrogacy bertentangan dengan prinsip yang tidak membolehkan
kemersialisasi tubuh manusia, dimana hal ini ditekankan dalam Civil Code bahwa
“Only things of a commercial nature can be the object of conventions”;

2. Switzerland, bahwa surrogacy secara tegas dilarang berdasarkan The federal act
onmedically assited reprodction”,;

3. Jerman, melarang permindahan atas janin seorang wanita kepada wanita lain dengan
sel telur yang tidak subur maupun inseminasi buatan terhadap sel telur untuk tujuan-
tujuan selain mempersiapkan kehamilan bagi wanita tempat sel telur tersebut;

4. Inggris, mengakui surrogate mother sejak tahun 1995 berdasarkan Surrogacy
Arrangements Act 1985 dan ketentuan mengenai surrogacy tersebut kemudian
diperbarui tahun 2008 melalui The Human fertilization and embruologi act tahun
2008;

5. India, sejak tahun 2002, India menjadi negara pertama yang melegalkan surrogate
mother secara komersial. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sudah melahirkan
lebih dari 3.000 bayi hasil dari surrogacy mother ini;

6. Thailand, termasuk salah satu negara yang memperbolehkan dilakukan surrogate
mother atau sewa rahim melalui beberpa klinik invitro fertlisation yang menyediakan

jasa ibu pengganti atau rahim pinjaman.'’

’David Lahia, Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata,
Jurnal Lex Privatium, Vol. V, No. 4, 2017, hlm. 131

1% Sonny Dewi Judiansih, dkk, Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia, (Bandung:
PT. Refika Aditama. 2006), hlm. 34-35



Di Indonesia sendiri, dalam hukum positifnya belum terdapat peraturan yang secara khusus
membahas permasalahan transfer embrio ke rahim titipan ini. Namun, jika dengan menggunakan
metode argumentum a contario, maka dapat diterapkan dalam Pasal 1548 KUHPerdata dan Pasal
1320 KUHPerdata. Surrogate mother ini pada dasarnya tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan
perjanjian yang terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata, dimana pada Pasal 1313 KUHPerdata
menjelaskan bahwa “sesuatu perbuatan seseorang atau beberapa orang mengikat dirinya kepada
seseorang atau beberapa orang lain”, oleh karena itu, maka transfer embrio kepada rahim titipan
dapat dikatakan sebagai bentuk dari perjanjian yaitu peristiwa perjanjian antara pasangan suami
istri dengan wanita lain yang akan menjadi ibu pengganti atau yang menyewakan rahimnya
untuk melaksanakan sesuatu hal (embryo transfer).""

Dalam hukum perjanjian, menganut kebebasan berkontrak. Hal ini diatur dalam Pasal 1338
yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa para pihak dalam melaksanakan
suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian. Selain melihat melalui
peraturan perundang-undangan, permasalahan mengenai perjanjian sewa rahim ini juga harus
dipandang dari segi etika serta agama. Mengingat bahwa Negara Indonesia adalah negara yang
sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, dimana ajaran dalam Islam tidak terdapat
penjelasan terkait dengan sewa rahim atau penitipan janin ke rahim titipan.'?

Masalah transfer embrio kepada rahim titipan ini menurut pandangan Islam termasuk
masalah kontemporer, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik dalam al-Qur’an maupun
as-Sunnah, bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun.'® Oleh karena itu, dalam permasalahan
transfer embrio ke rahim titipan ini perlu dikaji dengan memakai metode ijtihad yang dipakai
oleh para ahli ijtihad (mujtahid) agar dapat ditemukan hukum yang sesuai dengan prinsip dan
jiwa al-Qur’an dan as-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam.

Pada umumnya, sebagian ulama dan cendekiawan muslim sepakat untuk memperbolehkan
metode inseminasi buatan, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami istri
yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah Artificial Insemination Husband (AIH), kemudian
embrionya ditranplantasikan ke dalam rahim istri tersebut.'* Namun apabila sperma dan ovum

yang diproses itu kemudian ditransfer kepada rahim titipan atau sewa rahim, maka itu tidak

" Desriza Ratman, Op.Cit, him. 105

""Mutia Az-Zahra, dkk, T injauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Berdasarkan
Terminologi Terhadap Hukum Perdata, (Jurnal Hukum), hlm. 4

BSetiawan Budi Utomo, Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press,
2003), hlm. 188.

' Mahjuddin, Masa il Fighiyyah, (Jakart, Kalam Mulia, 2007) , hlm.13.



diperbolehkan. Salah satu lembaga Islam di Indonesia yang turut andil dalam memberikan
jawaban atas permasalahan ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUTI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah masyarakat bagi para ulama dan
cendekiawan muslim yang merupakan lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban
atas masalah sosial keagamaan maupun dalam bidang kedokteran yang sering timbul dan
dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah
bagi semua umat Islam di Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan madzhab yang
berbeda-beda. Oleh karena itu, keputusan atau fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan
dapat mewakili semua golongan dan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan
masyarakat serta menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan kepada
masyarakat termasuk permasalahan transfer embrio ke rahim titipan.

Dalam hal ini, MUI membolehkan inseminasi buatan, dengan alasan bahwa inseminasi
buatan dalam bayi tabung adalah termasuk ihktiyar berdasarkan kaidah-kaidah agama yang
manfaatnya sangat besar dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri yang merindukan
seorang anak, schingga kebolehannya ini didasarkan atas maslahat al-mursalah,” sebagaimana
fatwa MUI yang dikeluarkan pada tangal 13 Juni 1979 pada poin 1. Namun, berkaitan dengan
masalah sewa rahim atau Surrogate Mother ini dengan sangat tegas MUI menolak dan
mengharamkannya, sebagaimana yang tercantum pada poin ke-2, dengan berlandaskan kaidah
Sadd adz-Dzari’ah, karena ditakutkan akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannnya
dengan masalah nasab dan warisan, khusunya perselisihan hubungan antara anak yang dilahirkan
dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung dan kemudian melahirkan.'®

Keputusan ini juga disepakati oleh kalangan fuqaha (ahli figih atau hukum Islam)
kontemporer saat membahas masalah serupa di salah satu konferensi dalam bidang ilmu
kedokteran. Disepakatinya putusan yang mengenai transfer embrio ke rahim titipan ini dengan
alasan bahwa adanya pihak ketiga (pemilik rahim yang dititipi) selain dari pemilik sperma dan
telur (suami istri) yang dapat mengakibatkan status anak yang mustahil diketahui dan sulit
menentukan siapa yang lebih berhak menjadi orang tua si anak.

Fatwa tersebut kemudian diperkuat dengan keputusan ijtima ulama komisi fatwa MUI
seluruh Indonesia pada tanggal 26 Mei tahun 2006, yang diselenggarakan di Pondok Modern
Gontor Ponorogo, yang secara spesifik mengeluarkan fatwa mengenai Surrogate Mother dengan
bahasa transfer embrio ke rahim titipan. Pada fatwa tersebut, lebih spesifik menjelaskan bahwa

praktik transfer embrio atau sewa rahim merupakan suatu hal yang haram, baik transfer embrio

15 Said Aqil Husain Al-Munawar, Hukum Sosial & Pluralitas Sosial, (Jakarta, Penamadani, 2004), him. 115.
'® Fatwa Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia pada tanggal 26 Mei tahun 2006,
PDF.



yang dititipkan kepada wanita lain maupun kepada istri yang lain (istri kedua) dari suaminya.
Bahkan dalam poin selanjutnya, putusan ijtima’ ulama komisi fatwa MUI ini juga menambahkan
bahwa transfer embrio yang dilakukan karena suami maupun istri dengan alasan tidak
menghendaki kehamilan, maka hukumnya haram."’

Namun, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa fatwa ijtima’ ulama komisi fatwa MUI
tahun 2006 ini belum menjelaskan alasan-alasan keharamannya secara utuh sebagaimana yang
tertera dalam fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 1979. Jika dibandingkan, fatwa
MUI tahun 1979 secara jelas menjelaskan mafsadat yang terkandung dalam praktik transfer
embrio secara umum permasalahannya adalah kerumitan dalam penentuan nasab dan hak waris,
sedangkan fatwa MUI 2006 yang tidak menyebutkan mafsadat yang terkandung dalam masalah
transfer embrio ke rahim titipan baik yang dititipkan ke wanita lain maupun istri kedua dari sang
suami. Hanya saja dalam fatwa MUI 2006 menyebutkan beberapa landasan dasar diantaranya

adalah kaidah ushul figih sebagaimana:
Balliadl s e 2384 2l 25
Artinya: “Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat”.

Dalam kaidah figih di atas, menegaskan bahwa fatwa MUI 2006 mengharamkan praktik
transfer embrio ke rahim titipan dengan dasar menolak mafsadat yang akan terjadi jika itu
dilakukan. Namun demikian, sesungguhnya ada satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa
terdapat maslahat yang akan didapatkan jika praktek transfer embrio ke rahim titipan ini
dilakukan, yaitu lahirnya seorang anak dari rahim seorang perempuan yang secara medis tidak
mampu mengandung dan melahirkan secara alami, sebagaimana yang disampaikan oleh Najib
Junaidi."

Selain itu, yang menjadi perhatian penulis berikutnya, bahwa fatwa MUI tahun 2006 ini
diketahui telah mengalami pengurangan maupun penambahan pada poin kasus yang berbeda,
terutama fatwa MUI tahun 2006 pada poin yang terakhir. fatwa MUI 2006 menambahkan bahwa
anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada poin 1, 2 dan 3 adalah anak dari ibu yang
melahirkannya. Hal ini menurut penulis adalah sebuah jawaban dari alasan kekhawatiran pada

fatwa MUI 1979 yang berkaitan dengan ketidak jelasan nasab dan warisan anak yang dilahirkan.

""Ibid...PDF

"®1zz al-Din ibn Abd al-Salam. Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Jilid 1 (al-Qahirah: al-Istigamat, t,
t), him. 241.

19Naj ib Junaidi, Penanaman Embrio pada Rahim Istri yang Lain (Analisis Kritis terhadap Fatwa MUI
Tentang Kehamilan Berbantu), Jurnal Hukum Islam, Vol 17 Nomor 2, Desember 2019, him. 199



Para ulama berpendapat bahwa status anak yang dilahirkan melalui program transfer
embrio ke rahim orang lain maupun istri kedua dari suami merupakan persoalan rumit. Dengan
kata lain, orang paling berhak atas anak sebenarnya masih menjadi pro dan kontra di kalangan
ulama dan cendekiawan Muslim. Pada dasarnya, para ulama menyepakati bahwa ibu adalah
seorang yang mengandung dan melahirkan, hal ini didasarkan ketentuan firman Allah tentang

konsep ibu dalam al-Qur’an. Sebagaimana dalam Surah al-Mujadalah ayat 2 yang berbunyi:

g, 4 I T et 1 b AR La% L Tazed. te 5;5,:«%” %‘a,&g" PRI} I L I P |
15555 3 Ge 15088 &5l sail 2885 34505 (N addleal &) Teoleal G L agilins (e a&0a (55l 53l
(V) Dt Sl &)

Artinya: “Orang-orang diantara kamu yang mendzihar istrinya (menganggap istrinya
sebagai ibunya), padahal istrinya itu bukanlah ibunya, ibu-ibu mereka
hanyalah perempuan yang melahirkan. Dan sesungguhnya mereka
mengatakan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah maha
pemaaf, maha pengampun”(QS. Al- Mujadalah [58]: 2)*°

Dari ayat tersebut bisa diambil satu hukum bahwa konsep ibu yang sejati menurut al-
Qur’an adalah ibu yang memiliki ovum, mengandung, melahirkan dan menyusui. Hal inipun
senada dengan konsep Ibu menurut Said Agil Al-Munawwar yang menyatakan bahwa anak
kandung adalah anak yang dihasilkan dengan melalui keempat proses tersebut.?' Oleh karena itu,
jika dikaitkan dengan praktik transfer embrio, maka wanita pemilik ovum maupun wanita yang
disewa tidak bisa dikategorikan sebagai ibu sejati dari anak yang dilahirkan, karena tidak
memenuhi unsur-unsur di atas.”? Hal ini juga diperjelas oleh pendapat Dr. Yusuf Qardhawi yang
mengharam praktik transfer embrio, dengan alasan akan menimbulkan pertanyaan
membingungkan siapakah ibu dari sang bayi tersebut, apakah ibu si pemilik sel telur ataukah
yang menderita menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan.”® Dari kedua pendapat
tersebut, tentu permasalahan penisbahan terhadap ibu dari bayi hasil transfer embrio belum
ditemukan jawabannya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang menjadi ibu
nasab bagi anak tersebut, apakah si pemilik ovum, atau wanita yang memiliki rahim, sehingga
persoalan ini memicu perdebatan panjang.

Perdebatan panjang para ulama mengenai hal di atas, terlihat dari forum al-Majma’ al-
Figih al-Islami pada pertemuan ke tujuh yang dilaksanakan pada tahun 1984. Bagi ulama yang

menyatakan bahwa ibu nasab dari bayi hasil dari transfer embrio tersebut adalah pemilik ovum

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989),hlm. 898

'Said Agil Husain Al-Munawwar, Op.Ciz, him. 105.

2H.M. Indris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUHPerdata, (Jakarta:
Sinargrafika, 2004), hlm. 91.

2 Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 659-660.



sebagaimana Shekh Mustafa al-Zarqa dan didukung ulama lainnya dengan mendasarkan pada

firman Allah pada QS. al —Insan ayat 2 yang berbunyi:
(V) 1 o Uapate sUilaad 4 5 el 43kl e (L) UGS )

Artinya: “Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dari setets air mani yang
bercamour, yang hendak kami wji, maka Kami menjadikannya dapat
mendengar dan melihat. ”(QS. al —Insan [76]: 2)**

Namun, ada beberapa pendapat lain seperti Abdul Hamid al-Saih, Usamah Abdul Aziz,
Ali Tantawi, Badr al-Mutawalli dan lainnya berpendapat bahwa ibu nasabnya adalah perempuan
yang mengandung dan melahirkan. Pendapat ini diantaranya didasarkan pada QS. al-Ahqaf ayat

15 yang berbunyi:
Toes (500 Al s alas 5T & A 35 s 58 4] A T 4l 5y LY Wia s

Artinya: “kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang
tuanya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan
susah payah. Masa kehamilannya dan penyapihannya adalah tiga puluh
bulan” (QS al-Ahqaf [46]: 15)*

Selain perbedaan pendapat mengani nasab anak terhadap jalur ibu, para ulama juga
berbeda pendapat apabila bayi dinasabkan dari jalur bapak. Ada yang berpendapat bahwa anak
tersebut tidak mempunyai hubungan dengan apapun dengan pemilik benih (ayah pemilik
sperma) dan yang kedua berpendapat bahwa anak dinasabkan kepada orang pemilik benih
(sperma). Namun apabila bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan pasangan suami
dan istri yang sah, kemudian embrionya ditanam di dalam rahim istri yang lain, maka ulama
kontemporer sepakat bahwa si suami adalah ayah nasab dari anak yang lahir dari proses tersebut.
Tetapi kalau bayi tabung yang berasal dari hasil sperma dan ovum pasangan suami yang sah
kemudian dimasukan ke dalam rahim wanita lain tanpa adanya perkawinan yang sah, maka
hukumnya haram, hal ini bisa disamakan dengan melakukan perbuatan zina.*

Pada akhirnya, permasalahan penggunaan dasar hukum (ushul figh) dalam menentukan

mafsadat dan maslahah dari parktik transfer embrio ke rahim titipan menjadi fokus

permasalahan dalam penelitian ini agar dapat memberikan jawaban secara kompenhensif. Selain

24Departemen Agama RI..., Op.Cit, hlm. 993
25Departemen Agama RI..., Ibid.., him. 814
*Said Agil Husain Al-Munawwar, Op.Ciz. him. 105



itu, permasalahan status anak hasil transfer embrio pada rahim titipan memiliki konsekuensi
dalam pembahasan hak waris akibat tidak adanya kejelasan nasab terutama jalur dari ibu. Dalam
hukum waris Islam, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang warisan
anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung maupun hasil dari penitipan janin, tetapi yang
ada hanyalah mengatur tentang warisan yang dilahirkan secara alamiah, seperti warisan anak sah
dan anak tidak sah.”’” Namun, tidak menutup kemungkinan melalui ijtihadiyah para ulama dan
cendekiawan muslim mengenai masalah hak waris memungkinan dapat diterapkan terhadap anak
yang dilahirkan melalui proses bayi tabung maupun hasil Surragate Mother, yaitu dengan
menentukan kedudukan nasab yuridis anak tersebut.

Dari beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti, menganalisa dan menguraikan
lebih lanjut terhadap landasan hukum yang digunakan dalam putusan ijtima’ ulama komisi fatwa
MUI se Indonesia II tahun 2006, khususnya tentang kaidah ushul figih yang digunakan.
Selanjutnya, penulis juga akan meneliti tentang status dan hak waris anak hasil dari bayi tabung
melalui transfer embrio pada rahim titipan atau sewa rahim pada hasil putusan ijtima’ ulama
komisi fatwa MUI se Indonesia II tahun 2006. Hal ini menurut penulis juga sangat penting untuk
diteliti, sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu poinnya bahwa ijtima ulama MUI II
tahun 2006 telah menentukan status anak dalam kasus transfer embrio, sehingga perlu diteliti

alasan hukum yuridisnya, sehingga dapat diketahui jawaban utuh atas permasalahan yang ada.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang penggunaan landasan dasar hukum yang digunakan
oleh MUI dalam putusan ijtima’ ulama se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer
embrio ke rahim titipan?

2. Bagaimana status dan hak waris anak hasil dari bayi tabung melalui rahim titipan
atau sewa rahim (Surrogate Mother) berdasarkan putusan ijtima’ ulama komisi fatwa

se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penilitian

*Salim, Bayi tabung: Tinjauan Aspek Hukum, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 89.
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a. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang penggunaan landasan dasar
hukum yang digunakan oleh MUI dalam putusan ijtima’ ulama komisi fatwa MUI se
Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan.

b. Untuk mengetahui bagaimana status dan hak waris anak hasil dari bayi tabung
melalui rahim titipan atau sewa rahim (Surrogate Mother) berdasarkan putusan
jjtima’ ulama komisi fatwa se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke

rahim titipan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih
terhadap kajian-kajian yang berhubungan dengan status dan hak waris anak yang
dilahirkan melalui rahim titipan atau sewa rahim (Surroagate mother)

b. Secara praktis, penulis berharap hasil dari penelitian ini data dijadikan ilmu
pengetahuan dan wawasan dalam khazanah ilmu Islam kepada pembaca mengenai
status dan hak waris anak hasil dari bayi tabung melalui sewa rahim atau ibu
pengganti (Surrogate Mother). Sehingga dapat dijadikan pijakan dalam memahami
tentang konskeuensi atau akibat yang akan terjadi pada proses bayi tabung melalui
transfer embrio pada rahim titipan atau ibu pengganti terhadap status dan hak

kewarisan anak.

D. KERANGKA TEORI
1. Pengertian Adz-Dzari’ah

Adz-Dzari’ah secara umum disampaikan oleh al-Qarafi. Menurut al-Qarafi, adz-Dzari’ah
identik dengan wasilah atau jalan. Lebih lanjut, menurutnya, adz-Dzari’ah adalah wasilah
sesuatu yang haram, maka diharamkan, wasilah kepada sesuatu yang wajib maka juga wajib.
Dengan demikian adz-Dzari’ah dalam pengertian ini berada pada posisi netral, dan tidak selalu
identik dengan larangan saja. Tetapi juga berkaitan dengan perintah untuk melakukan.

Sadd adz-Dzari’ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk
menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah),
Namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi kerusakan (mafsadah), maka
perbuatan tersebut harus dicegah. Hal ini juga disampaikan asy-Syaukani, menurutnya Sadd adz-

Dzari’ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan
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kepada perbuatan yang dilarang. Sedangkan jalan yang mengantarkan kepada tujuan dan arah

kepada suatu kebaikan atau maslahah adalah Fath adz-Dzari’ah.”®

2. Pengertian Anak

Pengertian anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah
keturunan kedua atau manusia yang kecil.”* Dalam konsideran UU No. 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak, dikatakan sebagai anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,
yang dalam dirinya melekat suatu harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Menurut hukum Islam, anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah
SWT kepada setiap orang tua yang harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh begitu saja,
lantaran hak-hak anak termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang
telah digariskan oleh agama Islam.”® Dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam dalam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
akibat perkawinan yang sah. Kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan diatur dan
dijelaskan pada Pasal 42 : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

perkawinan yang sah.”"

3. Pengertian Waris
Kata Waris berasal dari bahasa arab A/-Miirats yang merupakan bentuk mashdar dari kata
waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan. Sedangkan Menurut bahasa, waris adalah berpindahnya sesuatu
dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Menurut para
ulama makna A/-Miirats ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada
ahli waris yang masih hidup baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja

yang berupa hak milik legal secara syar’1.*

4. Pengertian Sewa Rahim (Surrogate Mother)
Sewa rahim adalah penitipan sperma dan ovum dari sepasang suami istri ke dalam rahim
wanita lain. Penyewaan rahim tersebut biasanya melalui perjanjian atau persyaratan-persyaratan

tertentu dari kedua belah pihak sewa rahim (gestational agreement) merupakan salah satu

**Muhammad bin Ali Asy-Syaukani , Irsyad al-Fuhil 11d Tahqiq al-Haqq min ‘Ilmi al-Ushil , (Beirut: Dar
al-Kuutb al-Ilmiyyah, 1994), him. 295.

¥Muhammad Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 10.

**Husain, Abdul Rozaq, Islam wa Tifli, Alih bahasa Azwir Butun, Hak-Hak Anak Dalam Islam,(Jakarta:Fika
Hati Aniska, 1992), him. 53.

*'Muhammad al-Hanif, Anak dan Masalah dalam Hukum Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), him. 24.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.
33.
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teknologi bayi tabung yang telah dikembang para ahli kedokteran. Oleh karena itu sewa rahim
merupakan salah satu jenis dari bayi tabung, maka tak dapat dipungkiri bahwa sejarah

kemunculannya adalah berawal dari munculnya teknologi bayi tabung itu sendiri.*

E. TELAAH PUSTAKA

Dalam menulis skripsi ini, penulis telah melakukan penelaahan terhadap penelitian-
penelitian terdahulu yang relavan, baik yang berkaitan dengan teori, konsep, maupun materi-
materi penelitian yang pernah dilakukan. Sehingga telaah pustaka ini dapat dijadikan sebagai
titik tolak atau pijakan untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan, sehingga jelas distingsi
studi yang akan dilakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun karya
ilmiah terdahulu yang relavan yaitu:

Pertama, Skripsi yang berjudul “ Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif
Terhadap Nasab Bayi Tabung”. Skripsi Mariana mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017. Skripsi ini mempunyai
rumusan masalah (1) Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang bayi
tabung? (2) Bagaimana nasab bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif?.>*Dalam
skripsi ini, Mariana membahas tentang perbandingan nasab bayi tabung yang ditinjau dari
hukum Islam dan hukum positif. Sehinga dalam kesimpulannya bahwa nasab bayi tabung
menurut hukum Islam adalah milik ibu yang mengandung dan melahirkannya. Sedangkan
menurut hukum positif bahwa nasab anak yang hasil dari bayi tabung tersebut dijatuhkan kepada
orang yang mempunyai benih dan dianggap sebagai anak kandung sendiri atau sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati bersama.

Meskipun penelitian ini materinya hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan,
yakni berkaitan dengan nasab dan waris bayi tabung, namun obyek penelitannya berbeda. Jika
obyek penelitian ini adalah penelitian bayi tabung secara umum, maka penelitian yang akan
dilakukan lebih memfokuskan kepada putusan ijtima’ ulama komisi fatwa MUI tahun 2006.
Meskipun demikian penelitian ini bisa menjadi bahan untuk penelitian yang akan dilakukan.

Kedua, Skirpsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim
(Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia”. Skripsi Gita Silalahi,
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018. Skripsi ini mempunyai
rumusan masalah (1) Bagaimana aspek hukum sewa rahim (Surrogate Mother) dalam perspektif

hukum perdata? (2) Apa sajakah hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian sewa

33Salim HS., Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), him. 8.
3 Mariana, Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhada Nasab Bayi Tabung, (Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017)
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rahim? (3) Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari proses sewa menyewa rahim
(Surrogate Mother)?**. Skripsi ini menjelaskan bahwa aspek hukum sewa rahim yang apabila
dilihat menurut KUHPerdata maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya
perjanjian. Bahwa sewa rahim (Surrogate Mother) tidak dapat memenuhi syarat mengenai
“sebab yang halal” karena bertentangan peraturan di Indonesia. Hak dan kewajiban yang timbul
dari perjanjian sewa rahim ini berbeda dengan perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam
KUHPerdata karena hak dan kewajiban yang dilakukan para pihak berbeda. Sedangkan status
hukum anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim tersebut dilihat dari status perkawinan ibu
yang melahirkan.

Dalam penelitian skripsi ini, Gita menggunakan analisis perjajian sewa rahim dalam
prespektif hukum perdata, hal ini tentu berbeda dengan penelitan yang akan dilakukan.

Ketiga, Skripsi berjudul® Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa ™.
Skripsi Muhammad Bai’atuur Ridlwan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang 2017. Skripsi ini memunyai rumusan masalah (1) Menganalisis tentang bagaimana
hukum di Indonesia mengatur tentang rahim sebagai objek sewa menyewa? (2) Membahas
mengenai bagaimana kedudukan anak yang berasal dari Surrogate Mother?.*® Dalam skripsi ini
menjelaskan bahwa Indonesia belum memiliki aturan yang khusus mengatur tentang perjanjian
sewa rahim. Karena rahim tidak bisa dijadikan sebagai objek perjanjian, sehingga unsur 1320
KUHPerdata tidak terpenuhi. Sedangkan status dan kedudukan anak hasil dari perjanjian sewa
rahim dalam kaitannya dengan Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari Surrogate Mother, bukan anak dari
orang tua yang menitipkan benih di rahim lain.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan analisis sewa-menyewa atau ijarah
dalam sewa rahim dalam prespektif hukum perdata, hal ini tentu berbeda dengan penelitan yang
akan dilakukan.

Keempat, Skripsi berjudul, “Hukum Islam Dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam
Kontemporer”, Skripsi Nur Jannah mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin
Makassar 2017. Skripsi ini mempunyai rumusan masalah (1) Bagaimana hukum Islam
kontemporer memandang proses kelahiran bayi tabung? (2) Bagaimana kedudukan anak yang

dilahirkan melalui proses bayi tabung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?.*’

3 Gita Silalahi, Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif
Hukum Perdata Di Indonesia, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018)

3¢ Muhammad Bai’atuur Ridlwan, Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa, (Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017)

7 Nur Jannah, Hukum Islam Dan Bayi T abung (Analisis Hukum Islam Kontemporer), (Skripsi Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017)
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Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa hukum Islam kontemporer dalam memandang kelahiran
bayi tabung itu hukumnya mubah atau boleh-boleh saja. Jika sperma dan sel telur berasal dari
suami istri yang sah namun berada di suatu wadah khusus (tabung) yang menyerupai seperti
rahim. Namun, jika bayi tabung tidak berasal dari sperma dan sel telur orang tua yang sah maka
hukumnya haram. Sedangkan kedudukan anak yang dilahirkan melalui bayi tabung perspektif
hukum Islam adalah jika sperma dan sel telur dari orang tua sah, kedudukan anak berhak
mewaris dari orang tuanya. Dalam hukum positif adalah bahwa bayi tabung berasal dari orang
tua sah, kedudukan anaknya seperti halnya dengan anak kandung yang mempunyai hak atas
pemeliharaan, pendidikan dan warisan dari orang tuanya.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan lebih memfokuskan kajiannya terhadap
bayi tabung, dan tidak menganalisis lebih dalam berkaitan dengan transfer embrio pada rahim
titipan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada masalah transfer
embrio pada rahim titipan. Sehingga penlitian ini berbeda dengan penelitian yang akan
dilakukan.

Kelima, Skripsi yang berjudul > Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-alasan Ali Akbar
tentang Kebolehan Praktek Sewa Rahim kepada Ibu Penganti (Surrogate mother)’’. Skripsi yang
ditulis oleh M Khumaidi al-Anshori Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Jurusan
Hukum Perdata Islam tahun 2015 mencoba meneliti alasan-alasan seorang tokoh yang
membolehkan praktek sewa rahim, yakni Ali Akbar. Dengan analisis metode giyas, peneliti
kemudian menyimpulkan bahwa ada 3 alasan bagi Ali Akbar membolehkan praktek sewa rahim.
Pertama, Ali Akbar mengqiyaskan sewa rahim dengan orang yang menyusukan anak kepada
wanita lain, sehingga sama hukumnya. Kedua, penyewaan rahim tidaklah menjadi masalah,
sebab ibu yang dititipi janin tersebut, dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu, dan
ketiga, bibit janin yang ditanamkan itu berasal dari hubungan perkawinan yang sah. Tugas rahim
wanita lain tersebut hanyalah sebagai tempat penitipan.”® Sehingga penelitian ini secara jelas
memiliki perbedaan dalam segi objek penelitan.

Dari penulusuran yang telah penulis lakukan, secara jelas masing-masing penelitian di atas
memiliki perbedaan yang sangat signifikan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan. Hal
ini bisa dilihat dari obyek penelitan, teori maupun pisau analisisnya. Sehingga penelitian ini

sudah selayaknya untuk dilakukan.

¥ M Khumaidi al-Anshori, Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-alasan Ali Akbar tentang Kebolehan
Praktek Sewa Rahim kepada Ibu Penganti (Surrogate mother),(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
2015).
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F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penilitian

Dalam penulisan dan penelitian skripsi ini menggunakan jenis penilitian kepustakaan
(Library Research),” yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian pustaka
yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini yaitu berdasarkan pada
putusan ijtima’ ulama komisi fatwa se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim
titipan, serta literatur-literatur penunjang sebagai pelengkap baik berupa buku, artikel maupun

karangan.

2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri,
mengumpulkan, mengkaji, meneliti, dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan
tema yang diangkat oleh penulis. Sumber data dalam penelitian pustaka (Library search) ini

dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh dari sumber
utama yang menjadi obyek penelitian.*® Sumber data penelitian ini adalah putusan ijtima’ ulama
se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan dan buku yang menerangkan
tentang waris dan rahim titipan atau sewa rahim (surrogate mother) yang terdapat dalam buku

Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data penelitian yang berhubungan dengan kajian yang dibahas
selain dari sumber data primer yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini berupa buku seperti buku karya Derisza
Ratman yang berjudul Surrogate Mother alam Prespektiff Etika dan Hukum. Buku al/-Mustasfa
min ‘llm al-Ushil karya al-Ghazali dan AI-Muwdfagqat fi al-Islami karya Abu Ishaq al-Syatibi.
Selian itu, data sekunder dapat berupa jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa maupun

lewat status internet yang terkait dengan pembahasan.

¥Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet.
24,2007), hlm. 9.
“Adi Riyanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, cet, ke-1, 2004), hlm.57
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3. Metode Pengumpulan Data

Merode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan
metode dokumentasi (documentation) yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari
dan mempelajari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dari catatan-catatan
transkip, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini sangat
penting sekali yaitu sebagai alat pengumpulan data utama. Dengan metode dokumentasi yang
diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.*’

Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data-data umum dan informasi dari buku-
buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan ijtima’ ulama se Indonesia II tahun
2006 Tentang transfer embrio ke rahim titipan. Diantaranya buku yang berkaitan dengan Sewa
rahim atau surrogate mother karya Derisza Ratman yang berjudul Surrogate Mother Dalam
Prespektiff Etika dan Hukum. Selian itu, buku-buku yang berkaitan dengan teori-teori tentang
adz-Dzariah dan Maslahah seperti al-Mustasfa min ‘llm al-Ushil karya al-Ghazali dan Al-
Muwafagqat fi al-Islami karya Abu Ishaq al-Syatibi, yang nantinya akan digunakan sebagai pisau

analisis dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif. Deskriptif adalah
melakukan analisis hanya sampai deskripsi, yaitu dengan menganalisis dan menyajikan fakta
secara sistematik schingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.*” Dalam
penelitian ini, penulis akan menyajikan data-data teori yang akan dijadikan sebagai pisau analisis
terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan beberapa teori tentang adz-
Dzari’ah dengan fokus pembahasan maslahah, yang akan digunakan sebagai pisau analisis
terhadap landasan dasar hukum ushul figih oleh MUI dalam putusan ijtima’ ulama komisi fatwa
se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan. Selian itu, untuk mengetahui
status anak dan penetuan hak waris, maka dalam pisau analisisnya juga akan menggunakan teori

anak dan waris..

G.SISTEMATIKA PENULISAN
Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi sistematika penulisan menjadi V (lima)

Bab dan akan diuraikan dalam sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah:

! Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.
131.
“SQaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet, XIV, 2013), him. 6.
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BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penilitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penlitian dan sistematika
penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM Pada bab ini akan memuat beberapa landasan teori yang akan
menjadi pisau analisis, diantanya teroi kaidah ushul figih yang difokuskan pembahasan Adz-
Dzari’ah, pengertian anak serta status anak dan nasab, pengertian waris anak, dan gambaran
umum serta pendapat para ulama mengenai tentang sewa rahim atau ibu pengganti (Surrogate
Mother).

BAB III GAMBARAN UMUM Pada bab ini akan memuat gambaran umum obyek penlitian
yaitu gambaran umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan putusan ijtima’ ulama komisi fatwa
se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan.

BAB IV ANALISIS Pada bab ini akan memuat analisis pengguanaan dasar hukum dalam yang
digunakan oleh MUI dalam putusan ijtima’ ulama komisi fatwa se Indonesia II Tahun 2006
tentang transfer embrio ke rahim titipan. Dan analisis status anak dalam putusan ijtima’ ulama
komisi fatwa se Indonesia II Tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan.

BAB V PENUTUP Pada bab ini akan memuat kesimpulan, saran dan pentup.



BAB II

TINAJUAN UMUM ADZ-DZARI’AH, ANAK, WARIS DAN SEWA RAHIM
(SURROGATE MOTHER)

Salah satu tujuan hukum syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan
menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras
akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan
tersebut. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan
lain yang menimbulkan maslahat, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana
tersebut. Sarana atau jalan menuju sesuatu yang baik atau buruk inilah yang disebut sebagai adz-
Dzari’ah.

Pada bab sebelumnya penulis telah sedikit membahas tentang diskursus atau perdebatan
mengenai boleh dan tidaknya transfer embrio ke rahim titipan. Jika diamati lebih lanjut,
perbedaan pendapat tersebut tidak lepas dari permasalahan mafsadat dan maslahah yang
digunakan sebagai dasar masing-masing pendapat. Oleh karena itu, pada bab II ini, penulis akan
membahas adz-Dzari’ah secara umum yang nantinya akan menjadi pisau analisis dalam
penelitian ini. Selian itu, dalam bab ini juga akan membahas pengertian anak dan waris beserta

cakupannya dan dilanjutkan dengan masalah sewa rahim (Surrogate Mother) secara umum.

A. Adz-Dzari’ah
1. Pengertian Adz-Dzari’ah

Adz-Dzari’ah berasal dari bahasa Arab (3~,3)), berasal dari kata dzara’a yang berarti al-
imtidad (berkelanjutan), juga satu akar dengan kata al-dzira’ yang berarti satu hasta, yaitu jarak
antara siku-siku tangan sampai ke ujung jari tengah. Kata adz-dzari’ah, bentuk jamaknya adalah
adz-dzara ’i(cé\jal\) yang berarti perantara atau jalan yang menuju kepada arah atau tujuan
tertentu, atau bermakna sebab tertentu.*’ Karena itulah, dalam beberapa kitab ushul figih seperti
Tangih al-Fushuli fi Ulum al-Ushul karya al-Qarafi (w. 685 H) istilah yang digunakan adalah
Sadd adz-Dzara’i.*

Sedangkan secara istilah Adz-Dzari’ah secara umum disampaikan oleh al-Qarafi. Menurut
al-Qarafi, adz-Dzari’ah identik dengan wasilah atau jalan. Lebih lanjut, menurutnya, adz-

Dzari’ah adalah wasilah sesuatu yang haram, maka diharamkan, wasilah kepada sesuatu yang

# Muhammad ibn Mukram ibn Mandzurn, Lisanul al-‘Arab, (Beirut: Dar as_Shadir, t.t), him. 1698.
* Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, Syarh Tangih al-Fushiil fi llm al-Ushil, (Kairo: Syarikat at-Thiba
al-Fanniyyah, 1392 H) hlm. 499.
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wajib maka juga wajib. Dengan demikian adz-Dzari’ah dalam pengertian ini berada pada posisi
netral, dan tidak selalu identik dengan larangan saja. Tetapi juga berkaitan dengan perintah untuk
melakukan.

Adz-Dzari’ah yang sejatinya pada posisi netral ini menurut al-Qarafi dan juga didukung
oleh asy-Syatibi dapat dibagi adz-Dzari’ah menjadi tiga bagian: Pertama, sesuatu yang telah
disepakati untuk dibolehkan meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan
yang diharamkan. Seperti menjual anggur, meskipun ada kemungkinan anggur tersebut dijadikan
khamar. Kedua, sesuatu yang disepakati untuk dilarang dan harus ditutup, seperti mencaci
berhala, bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut
akan membalas mencaci maki Allah. Ketiga, sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang
atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina dan
jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.*

Sedangkan Ibn al-Qoyyim membagi adz-Dzari’ah menjadi empat macam ditinjau dari segi
akibat yang akan ditimbulkan,*® yaitu:

a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan
(mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa
mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal
usul keturunan.

b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, namun secara
sengaja dijadikan sebagai perantara agar terjadi suatu keburukan (mafsadah),
misalnya menikahi perempuan yang sudah talak tiga agar perempuan boleh dikawini
lagi (at-tahlil).

c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk
menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap
terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi
tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (maslahah) yang diraih, misalnya,
mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa
menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar
akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang

dilamar dalam syari’at nadzor.

* Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi , Ibid, hal. 499 dan Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad Asy-Syatibi
, al-I'tisham, (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, t.t) juz 2, him. 390.

% Muhammad ibn Abu Bakar Ibn Qayim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi’in | (beirut: Dar al-Kutub al-
[lmiyyah, 1411 H) juz 2, him. 104.
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Dasar Hukum Adz-Dzari’ah
Adapun dasar hukum adz-Dzari’ah adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-Kahfi: 79

(V) Glad At O SAL &l 2he 153 85 el o &0l Lad i oslans (sia ok oz

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di
laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka
ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”(Q.S al-Kahfi [18]:79)"

2. Hadits Nabi

bsedaligadle D0 fia £ 0 g8 O (0 AT5U aatadl 3 0 22T 26 0B 555 Ul (e

48 - w .3 Lok 0%, < woos o b 8 %% _ e PR S .o o - - Y- L
O | 5 2l G yhas e Lald el (e Ui 5l ela G el iy e 1580 505

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: “Ada seorang Arab Badui yang kencing di
masjid, lalu para sahabat memarahinya, maka Rosulullah bersabda:
“Biarkan dia, tuangkan saja pada kencingnya air satu timba, sesungguhnya
kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan di utus untuk
menyulitkan” (HR.Bukhari)

3. Pendapat Ulama
a. Al-Qarafi (w.648 H) mengatakan:

Piasl) Aalae ) Suadl 1AL DAL 5 50 Al (358

Artinya: “Kadangkala asilah (jalan) kepada sesuatu yang haram itu perlu dibuka,
apabila mengarah kepada maslahah yang lebih besar”

b. As-Syatibi (w. 790 H)

50325 15 Atk Lo jlat 1 13) WAL o sl D 3

“Departemen Agama RI..., Op.Cit, him. 448

*Muhammad ibn Ismail Abi Abdillah al-Bukhari Shahih Bukhart, (Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), juz
1, h. 54. Lihat pula: Abu Daud Sulaiman ibn al-As’ats as-Sajistani (w. 275 H), Sunan Abi Daud, (Baerut: al-
Maktabah al-Ashriyyah), t.t, juz 1, hlm. 103

49Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w.6840), Syarh Tanqih al-Fushul fi’llm al-Ushil, (Kairo: Syarikat
at-Thiba’ah al-Fanniyah, 1393 H), hlm. 449, dilihat juga dalamAhmad Hilmi, Fath Adz-Dzari’ah dan Aplikasinya
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 29.

**Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Gharnathi as-Syatibi (w.790 H), al-I'tisham, (Kairo: al-Maktabah at-
Tijariyyah al-Kubra, t.t), Juz 1, hlm. 305
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Artinya: “Jalan menuju kerusakan itu wajib ditutup jika tidak mengakibatkan maslahat
vang lebih besar .

c. Ibnu Tayyimah (w. 728 H)

&3 Y5 das 1) dakaz a8 oK \3!5}25‘933;;.\@3\33{‘2‘%3;)3}\@ A Uga 8 s
Mias ppnds i ialiad

Artinya: “Sesuatu yang dilarang karena alasan sadd adz-Dzari’ah, bukan karena
haram karena hukum aslinya, maka keharaman itu bisa ditempuh untuk
mencapai masalahah yang lebih besar dan tidak menimbulkan mafsadah
yang lebih besar.”

d. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ( w. 751 H)
a3 Aakadl il 403 30 i 34

Artinya: “Sesuatu yang diharamkan karena alasan sadd adzDzari’ah, maka menjadi

2

boleh dilakukan jika ada mashlahah yang lebih besar’’.

Dari beberapa landasan dasar hukum di atas, adz-Dzari’ah terkadang bisa ditutup dalam
kondisi tertentu karena menuju pada mafsadah atau yang disebut Sadd adz-Dzari’ah dan bisa
juga dibuka pada kondisi yang lain karena tujuan untuk mencapai maslahah atau Fath adz-
Dzari’ah. Karena pada dasarnya, kata adz-Dzari’ah bermakna jalan untuk mencapai satu tujuan

tertentu, bisa jadi tujuannya baik maupun sebaliknya.

2. Pengertian Sadd Adz-Dzari’ah
Secara etimologis, kata Sadd adz-Dzari’ah (32,3 :) merupakan bentuk frase (idhafah)
yang yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd dan adz-Dzari’ah. Kata as-Sad (¥4) merupakan
bentuk (mashdar) dari kata 3 g 3 yang berarti menutup, menghalangi suatu yang cacat atau
rusak, dan menimbun lubang.”® Sedangkan kata adz-dzari’ah (:*—"—3435\) berarti sarana (wasilah)

atau yang menjadi perantara atau sebab terjadinya sesuatu.

S bnu Taimiyyah al-Harrani, Majmii’ al-Fatawa, (Madinah; Majma’ al-Fahd, 1416 H), Juz 23, hlm. 214

32 Muhammad ibn Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah w. 751 H, I’lam Muwagqqi i, (Beirut: Dar al-Kutub
al-Ilmyyah, 1441 H), Juz 1,hlm. 92

>3 Muhammad bin Mukarrom bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, Lisaul al-‘Arab, (Beirut: Dar Shadir), hal.
132. Dilihat juga Yusuf Djamaluddin, Penerapan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS
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Sedangkan secara terminologis, menurut al-Qarafi Sadd Adz-Dzari’ah adalah memotong
jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu
perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan
atau sarana terjadi kerusakan (mafsadah), maka perbuatan tersebut harus dicegah. Hal ini juga
disampaikan asy-Syaukani, menurutnya Sadd adz-Dzari’ah adalah masalah atau perkara yang
pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.

Selain itu, Asy-Syatibi dalam karyanya Al-Muwafaqat, menyatakan bahwa Sadd adz-
Dzari’ah adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu
yang dilarang. Menurut Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, menyatakan Sadd adz-Dzari’ah
adalah meniadakan dan menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan
menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu
yang dilarang maupun yang dibolehkan.”*

Dari berbagai pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa Sadd adz-Dzari’ah adalah
menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan
maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang atau menimbulkan

kerusakan.>
Dasar Hukum Sadd Ad-Dzari’ah

Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti menjelaskan tentang boleh atau
tidaknya menggunakan Sadd adz-Dzari’ah. Namun terdapat beberapa nash al-Qur’an maupun
as-Sunnah dan juga kaidah figh yang mengarah kepadanya, diantaranya:

1. Al-Qur’an

a.Surat Al-An’am [6]: 108
tle s 153 018 8 0035 b (585 Gl ) 15 Y
Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah

selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui
batas tanpa pengetahuan.” (Qs. Al-An’am [6]:108)*°

b. Surat An-Nur [24]: 31

A AR P AT 1 Jf.,g...f..e L2284 _Tesy F wys of Lo o, -y
(Y1) O Al AT ) dha 3all LGdl e Al () 13535 Gain ) (e (il e aladl Cgld 0l 6yl V5

VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2016). hlm. 45.

> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani , Irsydd al-Fuhii fi Tahqiq al-Haqq min ‘llmi al-Ushiil , (Beirut: Dar al-
Kuutb al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 295.

>> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani , /bid,.

*Departemen Agama R1..., Op.Cit, him. 201
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Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang
mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai
orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung "(QS: An-Nir [24]: 31)*

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin
sebenarnya diperbolehkan, bahkan bisa jadi mengandung kemashlahatan. Namun jika dilakukan
hal tersebut akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemashlahaatan itu sendiri,
yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah. Begitu pula dengan perempuan
Mukmin yang menghentakkan kakinya, namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum laki-

laki (selain suami) yang mendengarnya, hal tersebut dilarang.
2. As-Sunnah
T Y L 3 ) I35 B e 0 il Saas G

Artinya: “Tinggalkan suatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak
meragukanmu.” (HR. At-Tirmidzi)

Hadits tersebut menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang syubhat lebih besar
kemungkinan akan terjadinya mengerjakan kemaksiatan daripada kemungkinan dapat
memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat adalah melarang perbuatan

yang mengarah kepada perbuatan maksiat tersebut.

3. Kaidah Figh
P2A 56 a0al el
Artinya: “Apa yang membawa kepada yang haram, maka hal tersebut juga haram

hukumnya”.

Pengembangan dari kaidah tersebut adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang
dilakukan mukallaf yang dilarang syara’ terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada
kerusakan tanpa perantara seperti zina, pencurian dan pembunuhan. Namun terkadang tidak

menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi washilah kepada sesuatu yang lain yang

5711
Ibid...., hlm. 540
> Abdul Karim Bin Abdillah Bukhari, Arriyadhu Zakiyah Syarah Arbain Nabawi, (Beirut: Mu’alim Sunan,
1438 H), him. 217
YA. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 32
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menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya
pencampuran keturunan tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan

kerusakan.®’
Ol adliad s e 238 auiadl £
Artinya: “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dalam memilih menolak
mafsadah atau meraih maslahah, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan,

karena dengan menolak mafsadah, maka akan meraih kemaslahatan juga.®*
3. Pengertian Fath adz-Dzari’ah

Kata Fath-Dzari’ah berasal dari kata Fath dan adz-Dzari’ah. Kata Fath berasal dari
bahasa Arab (Fathun), bentuk mashdar dari fi’il fataha-yaftahu-fathan. Secara bahasa berarti
membuka, kemenangan, air yang mengalir dari sumbernya®. Sedangkan kata adz-Dzari’ah,
sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa adz-Dzari’ah itu terkadang bisa ditutup dalam
kondisi tertetntu dan bisa dibuka pada kondisi yang lain. Sehingga Fath adz-Dzari’ah yang
secara umum berarti jalan yang menganarkan kepada tujuan dan arah. Dengan demikian, Fath
adz-Dzari’ah dapat diartikan membuka jalan untuk dapat menuju kepada suatu kebaikan

(maslahat).
Kaidah dalam Menggunakan Fath adz-Dzari’ah

Adapun kaidah Fath adz-Dzari’ah yang dipaparkan oleh para ulama usul fikih di sini
bukan sebagai alat untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh syart’at, bukan juga
untuk membolehkan sesuatu yang telah dilarang oleh agama. Kaidah ini juga bukan digunakan
untuk menghalalkan segala hal untuk sampai pada tujuan tertentu dengan berbagai macam cara.®*
Namun kaidah Fath adz-Dzari’ah ini masuk dalam pembahasan ketika mashlahah dan

masfsadah bertemu, tapi maslahatmya lebih besar dari pada mafsadamya.

% A. Basiq Djalil, lmu Ushil Figh I dan II, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 166.

®!1zz al-Din ibn Abd al-Salam. Qawaid..., Op.Cit. hlm. 241.

2Izzuddin, bin bd al-Salam, Qowa id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Dar al-jail, 1980 t.t), hlml. 81.

% Muhammad Murtadha az-Zabidi, 7dj ‘al —‘Ariis, (Kairo: Dar al-Hidayah, t.t) hlm. 6.

% Hanif Luthfi, Fath Adz-Dzari’ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama
Indonesia, (Tesis: Institute [lmu Quran Jakarta, 2017), hal 36.
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Fath adz-Dzari’ah ini bisa dikatakan perkara pengecualian. Dalam artian bahwa awalnya
segala bentuk yang dilarang agama itu tak boleh dikerjakan. hanya ketika ada mashlahah yang
lebih besar atau ditolak mafsadat yang lebih besar, maka boleh dikerjakan.®’

Karena Fath adz-Dzari’ah ini masuk dalam katagori kaidah pengecualian, maka
pengaplikasiannya pun harus dengan kehati-hatian. Penerapannya pun tidak boleh dilakukan oleh
sembarang orang yang bukan ahlinya. Karena hal ini menyangkut persoalan halal dan haram
yang membutuhkan analisa yang kuat dan cermat untuk mencapai maslahah yang lebih besar.®

Ada juga ulama yang memasukkan Fath adz-Dzari’ah dalam pembahasan dharurat, agar
dalam penerapannya bisa mengikuti kaidah dharurat yang telah dirumuskan oleh para ulama.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Khalifah al-Hasan dalam jurnal al-Majma’ al-
Figh al-Islamiy.®’ Meskipun pendapat itu bisa dikatakan terlalu menyempit pada perkara
dharurat saja. Tergantung dari makna adz-Dzari’at yang dipakai.

Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) menyebutkan bahwa

a;&ivj‘gxs%\gg\;}:&ﬁ;;g,&&g@@@zsgmmy‘{«;‘;jsx\;.g de G (R s

Fisg 1) sda il daliodd
Artinya: “Sesuatu yang dilarang karena alasan sadd adz-Dzari’ah, bukan karena
haram karena hukum aslinya, maka keharaman itu bisa ditempuh untuk

mencapai masalahah yang lebih besar dan tidak menimbulkan mafsadah
vang lebih besar.”

Pendapat senada pun disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H). beliau

mengatakan:
P2l Aaltaal) il 4 U 08 o

Artinya: “Sesuatu yang diharamkan karena alasan sadd adzDzari’ah, maka menjadi
boleh dilakukan jika ada mashlahah yang lebih besar”.

Kalimat ini sebenarnya mirip dengan kaidah yang disampaikan oleh as-Syathibi (w. 790 H)

sebagai berikut:

5 Abu Zahrah, al-Imam Malik Haydtuhu wa ‘Ashruh wa Fighuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 354.
Hanif Luthfi, Fath Adz-Dzari’ah dan Aplikasinya.., Op.cit.,.

" Ahmad Hilmi, Fath Adz-Dzari’ah dan Aplikasinya.., Op.cit, him. 35

**Ibnu Taimiyyah al-Harrani, Majmii’ al-Fatawa..., Op.Cit, hlm.92

**Muhammad ibn Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H)..., Op.Cit, him.214
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Artinya: “Jalan menuju kerusakan itu wajib ditutup jika tidak mengakibatkan maslahat
yang lebih besar”

Dari tiga pendapat ulama di atas bisa penulis simpulkan bahwa, wasilah menuju sesuatu
yang haram pun tetap bisa ditempuh jika diyakini mampu mencapai maslahah atau kebaikan
yang jauh lebih besar dari keburukannya. Namun sebenarnya, pembahasan Fath adz-Dzari’ah ini
memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pembahasan dharurat dan kaidah “ma la
yvatimmu al-wdjibu illa bihi fahuwa wajib”. Karena kedua kaidah tersebut masuk dalam
pembahasan Fath ad-Dzari’ah.”

Selain pendapat yang disampaikan oleh beberapa ulama di atas, ada beberapa kaidah
Fighiyah yang berhubungan dengan Fath adz-Dzari’ah, diantaranya: >

a. Kaidah Pertama: Al-Masyaqqah Tajlib at-Taisir

Artinya: “’Suatu keadaan yang susah mendatangkan suatu kemudahan’
b. Kaidah Kedua: Ad-Dhararu Yuzalu 168
3% 53
Artinya: Kemudaratan itu harus dihilangkan.
c. Kaidah Ketiga: Ad-Dhariirat Tubihu al-Mahdhurat
AR i 65 sl

Artinya: “Keadaaan dharurat membolehkan melakukan sesuatu yang awalnya
dilarang”

d. Kaidah Keempat: Idza Dhaqa Al-Amru Ittasa’a

°Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Gharnathi as-Syatibi (w.790 H)..,Op.Cit, him. 305

"'Walid ibn Ali al-husain, I’tibar Ma’alat al-Af al wa Atsaritha al-Fighi, (Riyadh: Dar at-Tadmuriyyah, 1430
H), him. 366.

> Ahmad Hilmi, Fath Adz-Dzari’ah dan Aplikasinya dalam, Op.Cit, hlm. 78.
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Artinya: “Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas.”

e. Kaidah Kelima: Ad-Dhariiratu Tugaddaru bi Qadriha

U sy 535 853 5%l

’

Artinya: “Kondisi-kondisi terdesak diukur sesuai dengan kebutuhannya.’

f. Kaidah Keenam: Al-Hajah Tanzilu Manzilat ad-Dhartrati ‘ammah aw khashshah
Ll siAe 550l Al OB AL W

Artinya: “Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan dharurat, baik secara
umum maupun khusus.”

g. Kaidah Ketujuh: Idza Ta’aradha Mafsadatani Ru’iya A’dzamuhuma Birtikabi
Akhaffihima

el 551 i ) e

Artinya: “Jika dihadapkan kepada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar
harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih rinngan”

4. Pengertian Maslahah dan Batasannya

Pembahasan masalah Sadd adz-Dzari’ah dan Fath adz-Dzari’ah sesungguhnya adalah
pembahasan yang saling berkaitan satu sama lain. Bahkan keberadaan keduanya bersifat
preventif dan solutif.”” Meskipun kajian Fath adz-Dzari’ah tidak sepopuler kajian Sadd adz-
Dzari’ah, namun keduanya memiliki pembahasan sama yaitu pertimbangan yang berkaitan
dengan maslahah, sehingga perlu juga untuk membahas maslahah secera terinci.

Secara bahasa kata al-maslahah berasal dari asal kata sholaha (=) yang mengandung

makna kebaikan, kecocokan, dan manfaat serta terhindar dari mafsadah (kerusakan). Dan bentuk

3 Nurdin Baroroh, Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd Adz-Dzari’ah dan Fath adz-Dzari’ah- Sebuah
Kajian Perbandingan, Jurnal Al-Mazahib, Vol 5, no 2Desember 2107, hlm. 303.
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jama’ dari kata al-mashlahah adalah al-mashalih.”* Kemudian jika dilihat secara istilah,
sebagaimana Imam al-Ghazali (w. 505 H) dalam karyanya al-Mustasfa min ‘llm al-Ushil
menyatakan bahwa kata al-mashlahah mengandung pengertian meraih manfaat atau
menghindarkan kemudaratan (bahaya), dalam rangka memelihara tujuan syara’, yang meliputi
lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.” Dengan demikian,
Mashlahah dalam penetapan suatu hukum ukurannya adalah syari’ah, bukan pilihan manusia
sendiri. Artinya jika syari’ah sudah menetapkan bahwa suatu mashlahah itu tak dianggap, maka
tak ada satupun manusia yang bisa mengangkatnya dan menjadikannya Mashlahah yang
diperhitungkan (mu tabarah).

Selanjutnya dalam pembahasan maslahah ini, Imam as-Syathiby (w. 790 H) mengatakan:

eall i o SIS samll e 1) gyl ASal 8 ol g GUIS Ll asy 32508 5 33 (pe oS
T00ale (e Les Glais Sl pualaall 5 ¢ Bl o 5 5 il

Artinya: “Betapa banyak kelezatan dunia dan faedah yang dianggap baik oleh manusia,
ternyata menurut syariah adalah kebalikannya (tidak baik). Seperti zina,
minum khamr dan hal-hal fasiq lainnya serta kemaksiatan yang berhubungan
dengan tujuan sementara.”

Kelezatan dan kenikmatan dunia yang dimaksud sebagaimana yang disampaikan oleh
Imam as-Syathibi sejatinya berupa zina, judi, dan minuman keras adalah sebuah mashlahah bagi
mereka. Namun tentu saja mashalah di sini bertentangan dengan syari’ah dan tidak dianggap
(ghoir mu’tabaroh).

Dengan demikian, mashlahah yang dianggap di dalam Islam hanya untuk lima hal utama;
melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kelestarian hidup manusia,
dan melindungi harta benda. Oleh Imam al-Ghozali mengatakan bahwa menjaga dan melindungi
lima hal ini disebut mashlahah, sedangkan merusaknya disebut dengan mafsadah.”’

Mashlahah sesungguhnya memiliki banyak jenis dan macamnya jika ditinjau dari berbagai
sudut pandang, baik dari tingkat kekuatannya, baik mu ‘tabar atau tidaknya, maupun berdasarkan
cakupannya.

Maslahat ditinjau dari segi kekuatanya dibagi menjadi tiga macam:

™ Ibrahim Mustafa, et al, AI-Mu jam al-Wasith, (Dar ad-Dawah) , Jilid 1, him. 520.

> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushil. (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, t,t) juz
1, him. 286.

"®Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Gharnathi as-Syatibi (w.790 H), Op.Cit, Juz 1, him. 53

7 Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Gharnathi as-Syatibi juz 1, hlm. 53.
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a. Dharuriyah: adalah tingkatan maslahat yang mampu menjaga kelima tujuan

diberlakukannya syari’at (magashid asy-Syari’ah) dari segala macam mafsadah.

Seperti pemberlakuan hukum had pada pelaku zina. Dan ini wajib dilaksanakan.

. Hajiyah, adalah tingkatan maslahat yang dibutuhkan dalam penegakan syari’ah.

Namun jika tidak diambil pun tidak sampai menimbulkan mafsadah pada maqashid
syari’ah. Katagori yang kedua ini bisa diberlakukan manakala ada dalil yang
menguatkannya. Baik dalil rasio yang disebut dengan istihsan, maupun dalil berupa

pencarian titik kesamaan dengan hukum yang telah ada yang disebut dengan qiyas.

. Tahsiniyah atau titimmah atau takmilah, adalah tingkatan maslahah yang tidak

mambahayakan dasar-dasar syari’ah dan tidak dibutuhkan, seperti menikahkan
seorang wanita dengan lelaki yang sederajat. Katagori ketiga ini pemberlakuannya

sama dengan yang kedua.”®

Selanjutnya dalam pembagian maslahat berdasarkan tingkat mu’tabar atau tidaknya,

sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Muslehuddin, adalah al-mashlahah al-

mu ‘tabarah, al-mashlahah almulgah, al-mashlahah al-mursalah, rinciannya sebagai berikut:

a. Maslahah mu’tabarah adalah mashlahah yang ada dalil-dalilnya dalam syara’ atau

kaidah usul fikih dan memiliki hubungan langsung dengan lima dasar syari’ah: yaitu
melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Mashlahah mu tabarah ini

menjadi hujjah dalam syari’ah menurut kesepakatan para ulama.

b. Maslahah mulghah adalah maslahat yang ditolak oleh syari’ah, karena hanya pada

akal semata dan bertentangan dengan syari’ah itu sendiri. Para ulama’ sepakat
tentang penolakan mereka terhadap maslahah model ini. Hal itu dikarenakan akan
memberikan peluang yang luas kepada peran nafsu atau kepentingan individu.
Contoh mashlahah mulghah adalah maslahat berupa kenikmatan yang ditimbulkan
dari zina. Contoh lain dari mashlahah mulghah adalah maslahat berupa upaya
menyenangkan hati wanita dengan cara menyamaratakan bagian waris antara laki-

laki dan wanita.

c. Al-Mashlahah Al-Mursalah. Secara bahasa, kata “mursalah” artinya dilepaskan.

Mashlahah mursalah inilah yang menjadi perdebatan para ulama usul fikih. Maka
definisi yang dikemukan para ahli usul fikih juga berbeda-beda. Beberapa ulama

menyebutnya dengan istilah a/-munasib al-muthlaq, ada juga yang menyebut dengan

8 Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘llm al-Ushil. (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyabh, t.t),

hlm. 174
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al-istidlal al-mursal, ada yang menyebut dengan istidlal saja, ada pula yang

menyebutnya dengan istishlah.

Selain itu, Muhammad Muslehuddin memandang bahwa mashlahah dengan tiga katagori
tersebut: al-mashlahah al-mu ‘tabarah, almashlahah al-mulgah, al-mashlahah al-mursalah,
harus tetap mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus
berubah sehingga hukum Islam harus bergerak seiring sejalan dengan perubahan realitas sosial

yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam dapat dipertahankan.

Syarat-syarat Mashlahah

Dari pembagian mashlahah dalam beberapa katagori di atas, penting juga dibahas syarat
penggunaannya agar tidak melanggar batasan syari’ah. Oleh sebab itu, para ulama sebagaimana
al-Ghazali dalam al-Mustashfa, Imam Syatibi dalam al-Muwafagat dan ulama kontemporer
seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf merumuskan syarat-syarat mashlahah agar bisa
digunakan sebagaimana mestinya dan bisa dijadikan sebagai dalil syar’t dan mendudukkan
hukum Islam secara proporsional, adapun syarat - syarat tersebut diantaranya adalah:

a. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan magashid al-syari’ah, semangat ajaran,
dalil-dalil kulli dan dalil gath 't .

b. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di
luar batas, dalam artian kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

c. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam artian kemaslahatan itu berdasarkan
penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa
mendatangkan manfaat dan menghindarkan mafsadat,

d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada
sebagian kecil masyarakat.”

Dengan demikian, agama menuntut untuk terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia

baik di Dunia maupun di Akhirat.

B. Tinjaun Umum Pengertian Anak dan Cakupannya
a. Pengertian Anak
Pengertian anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah
keturunan kedua atau manusia yang kecil.** Dalam konsideran UU No. 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak, dikatakan sebagai anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,

7 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi al-Islam, terj: Mahmud Zur, (Jakarta:Bulan Bintang 1973) cet. 1.
8Muhammad Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Amani), him. 10.



31

yang dalam dirinya melekat suatu harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan
dalam ilmu pengetahuan tentang reproduksi, anak merupakan hasil pertemuan antara sel telur
(Ovum) seorang perempuan dengan benih (sperma) seorang laki-laki yang kemudian menyatu
menjadi zygot, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang
manusia (bayi) yang utuh.*!

Menurut Hukum Islam, anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah
SWT kepada setiap orang tua yang harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh begitu saja,
lantaran hak-hak anak termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang
telah digariskan oleh agama Islam.*® Sedangkan berdasarkan UU Peradilan anak dalam UU No.
3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: anak adalah orang dalam perkara
anak nakal yang telah mencapai umu 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan

belas) tahun dan belum pernah menikah.™

b. Macam-Macam Anak
Setelah mengetahui beberapa pengertian anak di atas, dalam kajian hukum ada beberapa
sebutan pada anak, yaitu antara lain:

1. Anak Sah

Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna di mata
hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain. Karena anak sah
menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum antara lain: hak waris dalam
peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial
dimana ia akan mendapatkan status terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak
alimentasi, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak
lainnya. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah apabila memiliki hubungan nasab
dengan ayahnya dan terlahir dari perkawinan yang sah juga menurut hukum dan peraturan-
peraturan yang berlaku di masayarakat.

Dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 99
disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat
perkawinan yang sah. Kedudukan anak dalam undang-undang perkawinan diatur dan

dijelaskan pada Pasal 42 dan 43:

1p.y. Witanti, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah, (Jakarta: Presatasi Pustaka, 2012),
hlm. 6.

%2 Husain, Abdul Rozaq, Islam wa Tiflii, Alih bahasa Azwir Butun, Hak-Hak Anak Dalam Islam,(Jakarta:Fika
Hati Aniska, 1992), him. 53.

% H. Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2001), him. 81.
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Pasal 42: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah.
Pasal 43: 1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) diatas selanjutnya akan

diatur dalam peraturan pemerintah.

Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata dijelaskan bahwa
anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan selama perkawinan. Jadi
anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai
anak kandung dengan hak-hak keperdataaan yang melekat padanya serta berhak untuk
memakai nama keluarga di belakang namanya untuk menunjukkan dan asal usulnya.**
Anak dianggap sah apabila:

1. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan
wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini dan menurut
beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan badan apabila anak
lahir dari seorang perempuan yang dikawini secara sah, maka anak tersebut
adalah anak sah™

2. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan minimal enam
bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma’ para fuqaha
sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan

3. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa minimal kehamilan
2. Anak Zina

Zina adalah perbuatan yang berupa melakukan hubungan kelamin sebagai hubungan
suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa adanya sautu ikatan
perkawinan. Tanpa didahului adanya ijab kabul dalam melakukan perkawinan tanpa
dihadiri oleh dua orang saksi dan tanpa adanya wali bagi wanita.*® Oleh karena itu menurut
Pasal 43 UU No.1 tahun 1974, anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan hanya dinasabkan

kepada ibu dan keluarga ibunya saja. anak yang jelas dilahirkan dari hasil perzinaan tidak

8 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 78
85 71
Ibid him....79
8 Muhammad al-Hanif, Anak dan Masalah dalam Hukum Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), him. 24
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dapat diupayakan untuk dijadikan sebagai anak yang bukan zina, dengan cara motif apapun

termasuk di dalamnya melalui pengakuan.87

3. Anak Li’an

Anak li’an adalah anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri yang sah, namun
sang suami tidak mengakui anak tersebut sebagai keturunannya, dan qadhi (hakim syar’i)
memutuskan bahwa anak itu bukanlah dari nasab suami, setelah suami istri itu diambil
sumpahnya (li’an). Apabila dalam proses sumpah li’an tersebut, istri dalam keadaan
mengandung, lalu melahirkan anak. maka anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada
seorang laki-laki yang telah disumpah li’an kepada ibunya tersebut. Anak tersebut harus
dinasabkan kepada ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya. Namun, menurut Abu
Hanifah dan Ahmad, anak yang dikandung tetap dinasabkan kepada suami, naik itu

dilahirkan dalam masa kandungan enam bulan atau kurang dari itu.®

4. Anak Syubhat

Anak Syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-
laki dengan perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena
kekeliruan, yang arrtinya bukan karena disengaja atau rekayasa. Seorang anak syubhat
akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya apabila si laki-laki yang telah
membenihkannya mengakui sia anak. kedudukan tentang anak syubhat sebenarnya masih
dalam perdebatan karena beberapa ulama tetap mengatakan sebagai anak sah sebagaimana
anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sedangkan para ulama yang lainnya
menggolongkan anak syubhat sebagai anak luar kawin kecuali jika anak tersebut diakui

oleh ayahnya.*

5. Anak Angkat

Anak angkat adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh
orang lain untuk dijadikan anak sendiri. Anak angkat tidak menjadikan anak tersebut
sebagai ahli waris bagi bapak angkatnya tentu sangat sejalan dengan ajaran agama Islam

yang selalu memerintahkan kepada pemeluknya untuk senantiasa melakukan tolong

*"Ibid

¥http://rikzaadhianr.blogspot.com/2011/12/hukum-waris-anak-zina-dan-lian.html?m=1 diakses pada tanggal
7 Agustus 2020, pukul 22.35

% Filda Achmad Al Yadaniy, Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim dan Pengaruhnya Terhadap Status
Anak Yang Dilahirkan, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019),
hlm. 53
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menolong dalam kebaikan, menolong orang-orang dalam hidup kekurangan seperti
menyantuni orang-orang miskin, membantu orang-orang lemah, memelihara dan
menyantuni anak yaitm piatu, memberikan sedekah kepada mereka yang lemah dan
sebagainya.”

Kemudian Islam mengharamkan pengambilan anak itu selama-lamanya dan
membatalkan perbuatan itu dan juga menghapus pengambilan anak angkat itu sebagai
salah satu cara untuk menetapkan serang anak sebagai anak, keturnan dari seorang ayah.
Dan pemberian hak anak angkat sebagai anak kandung itu adalah suatu hal dusta yang

merupakan kebohongan.”!

6. Anak Tiri

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk ke dalam
sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut
merupakan hasil perkawinan sebelumnya. Persoalan menyangkut anak tiri banyak terjadi
di Indonesia, seiring dengan tingginya tingkat kawin cerai yang terjadi di masyarakat
Indonesia. Sehingga anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu dengan laki-laki
atau perempuan yang telah diceraikannya akan menyandang status sebagai anak tiri pada

saat orang tua kandungnya itu menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan lain.”

7. Asal-Usul Anak

a. Asal-usul anak dalam Hukum Islam

Penetapan dalam asal usul anak sangatlah begitu pentig dalam perspektif hukum
Islam, karena dengan adanya penetapan ini dapat diketahui hubungan mahram (nasab)
antara si anak dengan ayahnya. Pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari
benih (sperma) seorang laki-laki dan seharusnya menjadi ayahnya, akan tetapi dalam
hukum Islam memberikan pandangan lain. Dalam hukum Islam memandang nasab
sebagai ikatan terkuat yang menghubungkan seorang anak dengan ayahnya, sehingga
masing-masing merupakan bagian yang tak terpisahkan dari yang lainnya. Tanpa
hubungan nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan yang begitu indah.”

Seorang anak dapat dikatakan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila

lahir dalam perkawinan yang sah. Begitu pula dengan anak yang lahir di luar

% Muhammad al-Hanif, Op.Cit. hlm. 85

' Hj. Chuzaenah Tahido Yanggo, Figih Anak, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), hlm. 13

%2 Filda Achmad Al Yadaniy, Op.Cit. hlm. 55.

% Muhammad Taufik, Konsep Nasab, Istilhaq, dan HakPerdata Anak Luar Nikah, Jurnal Ahkam Ilmu
Syariah, No. 2, Vol. XII, 2012, hlm. 222
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perkawinan yang sah, tidak dapat dikatakan dengan anak sah melainkan diartikan
sebagai anak zina atau di luar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan darah
(nasab) dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan Komplikasi Hukum Islam Pasal 100 yang
berbunyi : “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab
dengan ibu dan keluarga ibunya”.
Terdapat peraturan yang termasuk dala kategori anak yang tidak sah antara lain:
1. Anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang
wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
2. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya
kehamilan itu di luar perkawinannya, yaitu:
a. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tetapi lahirnya 6 (enam) bulan
sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang

dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.”

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka anak akan berkedudukan sebagai anak sah,
apabila ia dilahirkan oleh seorang ibu yang sejak permulaan kehamilan itu sudah terjalin suatu
perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari
pergaulan yang tidak sah. Perihal anak sah tidak begitu jelas dan tegas, namun jika dilihat dari
definisnya terdapat pada ayat al-Qur’an: QS. AI-Mu’miniin ayat 5-6 dan QS. Al-Isra’ ayat 32:

QS. Al-Mu’miniin :5-6

(V) el 58 208wl E0a L 5 agal 31 e Y)(2) & sbla agn 554 2b Gl

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri
mereka atau budak yang mereka miliki. Maka, Sesunguhnya mereka dalam
hal ini tiada tercela.” (Qs. Al-Mu’miniin [23]: 5-6)

QS. Al-Isra’: 32

Artinya “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Qs. Al-Isra’ [17]: 32)*°

% Zakariya Ahmad Al-Barry, Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadijah Nasution, Hukum Anak-Anak Dalam
Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 15.

% Departemen Agama RI..., Op.Cit, hlm. 504

% Ibid...., him. 421
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Larangan-larangan yang terdapat dalam al-Qur’an di atas, dimaksudkan agar setiap orang
dapat menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting untuk menghindari dampak
buruk dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt.

Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari tiga sebab, yaitu:
a. Dengan cara al-Firashi, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan
yang sah.
b. Dengan cara igrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak
dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya.
c. Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-

bukti yang sah seorang anak tersebut adalah anak dari orang yang mengakuinya.’’

Adapun nasab anak kepada ayahnya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: pertama, melalui
perkawinan yang sah, bahwasannya anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan
yang sah dinasabkan kepada suami ibunya. Kedua, melalui perkawinan yang fasid, yaitu
perkawinan yang dilakukan dalam keadaan kurang syarat, seperti: tidak adanya saksi. Ketiga
melalui hubungan senggama karena adanya syubhat an-nikah (nikah syubhat). Hubungan
senggama syubhat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah dan bukan pula dari perbuatan zina.
Misalnya seorang suami yang menggauli seseorang yang dikira istrinya padahal bukan.”®

Dalam hal pembuktian seorang anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta kelahirannya.
Karena, dalam akta kelahiran dapat diketahui nama ibu dan bapaknya dan tercantum kapan anak
tersebut dilahirkan. Apabila masih ada permasalahan yang mempertanyakan apakah ibunya
benar-benar istri dari suami tersebut, maka hal ini bisa dibuktikan dengan akta perkawinan
mereka. Jadi akta kelahiran si anak dengan akta perkawinan orang tuanya mempunyai peran

yang sangat penting dalam pembuktian anak sah.”’

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, anak yang sah
adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42), anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1), seorang suami dapat menyangkal sahnya nak yang dilahirkan

7 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta: Kencana, 2006), him..76

% Lina Oktavia, Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum islam dan Hukum Positif di Indonesia, (Skripsi
IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011), hlm. 19, dilihat juga Filda Achmad Al Yadaniy, Perjanjian Surrogate
Mother/Sewa Rahim,.., Op.Cit, hlm. 59.

% Abdul Manan, Op.Cit, hlm. 75
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oleh istrinya, apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut akibat
dari pada perzinaan tersebut. (Pasal 44). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya
atas permintaan pihak yang bersangkutan.'®

Terhadap dengan pembuktian asal-usul anak, dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 55 menegaskan:

a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik,
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, Pengadilan dapat
mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang
teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenubhi syarat.

c. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka pencatat kelahiran
yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang mengeluarkan akta kelahiran bagi

anak yang bersangkutan.

Terdapat dalam pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan dengan beberapa poin. Pertama,
anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah. Adanya dua
kemungkinan dua bentuk anak sah, anak yang lahir akibat perkawinan yang sah dan akan yang
lahir dalam perkawinan yang sah. Kedua terhadap anak luar perkawinan hanya memperoleh
hubungan perdata dengan ibunya. Ketiga seorang suami berhak melakukan pengingkaran
terhadap sahnya seorang anak. keempat bukti asal-usul anak dapat dilakukan denngan akta

kelahiran.'®!

b. Asal-usul Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut KUH Perdata, anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan
memperoleh nasab dari ayahnya (Pasal 250), Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke
seratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami (Pasal 251). Namun
pengingkaran oleh suami yang disebutkan dalam Pasal 251 tersebut, tidak boleh dilakukan dalam
hal-hal, yaitu: a. Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu, b. Bila pada
pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan aktanya ditanda tangani olehnya atau memuat suatu
keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menanda tanganinya, c. Bila anak itu

dilahirkan mati.

1%http://asatir-revolusi.blogspot.com/2016/07/asal-usul-anak-dalam-perspektif-Islam.html?m=1 diakses pada
tanggal 8 Agustus 2020 Pukul. 16.13 WIB
1% Filda Achmad Al Yadaniy, Op.Ciz. him. 60.
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Kemudian, anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penondaan
darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum
melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau
bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (Pasal 272), akan tetapi di dalam
KUHPerdata menjelaskan bahwa anak dari hasil zina hanya mempunyai nasab dengan ibu dan
keluarga ibunya saja, tanpa ada nasab dari ayahnya, sehingga suatu ketika dalam pembagian
waris anak tersebut tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya. Karena tidak mempunyai nasab
dengan ayahnya, di dalam KUHPerdata dilarang menyelidiki siapa bapak dari anak tersebut
(Pasal 287), sedangkan menyelidiki siapa ibu dari anak tersebut diperbolehkan (Pasal 288).'%*

Terdapat dalam pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, anak yang
dilahirkan atau dibesarkan dalam perkawinan berhak memperoleh ayah. Kedua, dalam
pengingkaran suami berhak mengingkari sahnya sebelum hari yang telah ditentukan dalam
KUHPerdata. Ketiga bahwa anak luar kawin kecuali dilahirkan dari zina dapat disahkan dalam
perkawinan dan sebelum menikah telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak tersebut.
Keempat, anak hasil zina hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Kelima,
bahwa dilarang untuk meyelidiki siapa ayahnya dan hanya diperbolehkan untuk menyelidiki

siapa ibu anak tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Waris
a. Pengertian Waris

Kata Waris berasal dari bahasa arab A/-Miirats yang merupakan bentuk mashdar dari kata
waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan. Sedangkan Menurut bahasa, waris adalah berpindahnya sesuatu
dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Menurut para
ulama makna A4/-Miirats ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada
ahli waris yang masih hidup baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja
yang berupa hak milik legal secara syar’i.'” Menurut Kompilasi Hukum Isalm yang tercantum
pada Pasal 171 butir (a) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur
tentang perpindahan hak kepimilikan harta peninggalan (firkah) pewaris, menentukan siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.'®*

Dalam hukum Islam terdapat penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai siapa

ahli waris yang berhak untuk menerima warisan maupun yang tidak berhak. Ketentuan-ketentuan

12http://asatir-revolusi.blogspot.com/2016/07/asal-usul-anak-dalam-perspektif-Islam.html?m=1, Op.Cit

1%\ fuhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), him.
33.

1% Abdrurahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), him. 155.
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tersebut dijelaskan dalam ilmu yang mempelajari warisan yang disebut dengan ilmu fikih
mawaris atau dikenal dengan istilah faraid. Kata fard’id merupakan bentuk jamak dari faridah
yang artinya bagian yang telah ditentukan kadarnya secara rinci dalam al-Qur’an.'® Jadi hukum
kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang
ditinggalkan oleh pewaris dan untuk mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan
untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian yang telah diatur secara

rinci dalam al-qur’an.

b. Dasar Hukum Waris
1. Al-Qur’an
QS. An-Nisa’ [4]: 7

558 5 4 08 s O508015 G 55 L Gapemd oLll5 (5308015 50 55 s G J2 30
(V) W5 5ia s

Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bahagian yang telah ditetapkan.” (Qs. An-Nisa’ [4]: 7)'%

2. Hadits
107(Laa e g alusa 5 5 ) AR3da) VT o Ledaly Gl 5l 1 58a

Artinya: “Serahkanlah ahlimu yang berhak, maka sebagian bagian itu kepada lebihnya
itu, adalah untuk laki-laku yang lebih dekat (hubungan kekerabatannya)
kepada si mati.” (Bukhari, Muslim dan Lainnya).

c. Sebab-Sebab Terjadinya Waris
Terdapat beberapa hal yang menyebabkan seseorang mempunyai hak dalam waris, yang
terbagi atas empat macam yaitu:
a. Adanya hubungan kekerabatan atau hubungan Nasab
Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang
disebabkan oleh faktor kelahiran. Proses kelahiran seseorang tentu membutuhkan

adanya hubungan kelamin antara orang yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan.

195 Ahmad Rafiq, Figh Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), him. 1
1% Departemen Agama RI...., Op.Cit, hlm. 112
197 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), him. 124
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Perempuan sebagai orang yang melahirkan melalui proses pembuahan oleh laki-laki.
Karena itu, seorang anak pada intinya memiliki kekerabatan dengan bapak dan ibu yang
melahirkannya.'”® Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal [8]: 75 yang
berbunyi:

R S b iy 3 adlan ala 53 515 A0 G 8 ek 1 SRR 1508 5 e 1k Gl
(Vo) ade £05 05 A

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab
Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Qs. Al-Anfal
[8]: 75)'”

b. Adanya hubungan perkawinan.

Hubungan perkawinan ini berarti suami dan istri dalam rumah tangga dapat saling
mewarisi. Istri dapat mewarisi harta peninggalan dari suaminya yang sudah meninggal
dan sebaliknya suami juga dapat mewarisi harta peninggalan dari istrinya yang sudah
meninggal. Saling mewarisi yang disebabkan oleh perkawinan ini tentu memiliki syarat
juga agar dapat menjadi ahli waris dalam perkawinan, diantaranya yaitu: perkawinan
yang sah dan perkawinan yang masih utuh. Maksud dari perkawinan yang masih utuh
tersebut adalag perkawinan masih ada ikatan suami istri pada saat pembagian harta

warisan.'?

c. Adanya Wala’

Wala’ adalah pewarisan yang terjadi karena seseorag yang telah memerdekakakan
seorang budak dan budak tersebut telah meninggal dalam keadaan sudah menjadi orang
kaya, maka orang yang telah memerdekakannya tersebut berhak untuk mendapatkan
warisan. Wala’ dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, hal ini karena
pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai

hamba sahaya atau budak.

%8 Fitri Fuji Astuti Ruslan, Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Persperktif

Hukum Islam, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 81.
1% Departemen Agama RI...,Op.Cit, hlm. 266
"http://www.google.com/amp/s/hukumkeluargablog.wordpress.com/2020/01/26/sebab-sebab-mewarisi-
atau-mendapatkan-warisan/amp/ diakses pada tanggal 13 September 2020, Pukul 22.26 WIB
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d. Adanya Hubungan sesama Islam
Hubungan Islam yang dimaksud disini terjadi apabila seseorang yang meninggal
dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada
perbendaharaan umum atau yang disebut dengan Baitul Maal yang akan digunakan oleh

umat Islam.'"!

D. Sewa Rahim (Surrogate Mother)
a. Pengertian Sewa Rahim

Sewa rahim atau transfer embrio ke rahim titipan merupakan salah satu jenis
pengembangan teknologi bayi tabung yang telah dikembangkan oleh para ahli kedokteran. Bayi
tabung sendiri adalah suatu upaya untuk memperoleh keturunan dengan jalan mempertemukan
sel sperma dan sel telur di luar rahim, sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah khusus
(semacam cawan kaca ukuran kecil) yang dilakukan oleh petugas medis, apabila jadi pembuahan
satu atau lebih dari embrio hasil dari pembuahan tersebut ditransfer ke dalam rahim wanita yang
diharapkan menghasilkan kehamilan.''?

Transfer embrio ke rahim titipan atau yang juga disebut surrogate mother ini dalam
beberapa kasus, menjadi satu-satunya alternatif bagi pasangan (yang sulit punya anak) yang
ingin memiliki anak yang masih memiliki ikatan dengan mereka secara biologis. Hasil transfer
embrio kepada rahim titipan merupakan teknik serta proses yang digunakan untuk mendapatkan
anak yang pada dasarnya sama dengan teknik bayi tabung yaitu dengan menggunakan teknik
inseminasi buatan. Hanya saja pada bayi tabung hasil dari pembuahan akan ditanamkan kembali
ke dalam rahim istri atau asal sel ovum, sedangkan proses transfer embrio ke rahim titipan hasil
dari pembuahan akan dititipkan ke dalam rahim wanita lain yang siap mengandung dan
melahirkan anak tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa anak hasil transfer embrio kepada rahim
titipan adalah anak hasil dari program bayi tabung yang dilahirkan oleh wanitan lain.'"> Oleh
karena program transfer embrio kepada rahim titipan merupakan salah satu dari jenis bayi
tabung, maka tak dapat dipungkiri bahwa sejarah kemunculannya adalah berawal dari lahirnya
teknologi bayi tabung itu sendiri.""*

Jika dilihat dari akar sejarahnya, teknologi bayi tabung pertama kali muncul pada tahun

1970an yang dilakukan oleh Dr.P.C. Steptoe dan Dr.R.G. Edwards atas pasangan suami istri

"Fabian Hutamaswara Susilo, Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Jakarta, (Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 61.

"2 Syamsul Anwar, Fertilisasi In Vitro Dalam Tinjauan Magasyid Syariah,(Jurnal Al-Ahwal, Vol.9, No.2,
2016), hlm. 142.

3 Fitri Fuji Astuti Ruslan, Status Kewarisan Anak..., Op.Cit. hlm. 19.

"4 Salim Hs, Bayi Tabung Tinjauan Aspek... Op.Cit,, hlm. 8
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Jhon Brown dan Leslie. Dengan penelitian yang mereka lakukan yaitu dengan mengambil
sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami istri tersebut yang kemudian
ditransplantasikan ke dalam rahim istrinya. Kemudian lahirlah bayi tabung pertama di dunia
yang bernama Louise Brown di Oldham Ingris dengan berat badan 2.700 gram.'"

Sejalan dengan pembuahan di luar rahim yang semakin pesat, maka muncullah ide sewa
rahim yang dilakukan pertama kali pada tahun 1987 di Afrika Selatan. Seorang ibu yang
bernama Edith Jones telah melahirkan kembar tiga anak yang dihasilkan dari pencangkokan
embrio putrinya Suzanne dan suaminya. Kelahiran lewat dari inseminasi buatan semacam ini
dilakukan dikarena bahwa Suzanne tidak memiliki kandungan sejak lahir. Proses pembuahannya
tersebut dilakukan di rumah sakit BMI Park, Nottingham. Berawal dari inilah pertama kalinya di
dunia mengenal istilah sewa rahim yang dilakukan oleh seorang putri (Suzanne) yang menyewa
rahim ibunya (Edith Jones) untuk mengandung embrio dari dirinya dan suaminya.''®

Awalnya surrogate mother terjadi karena istri tidak bisa mengandung disebabkan ada
sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya, sehingga peran istri dialihkan kepada wanita lain untuk
menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan, baik dengan
imbalan maupun suka rela. Perkembangan selanjutnya terjadinya pergeseran makna dan
substansi. Dimana pada substansi awalnya sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat
bawaan atau penyakit) yang ada ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana
pihak penyewa bukan lagi karena alasan medis tetapi sudah beralih ke alasan kosmetik dan
estetika. Sementara bagi pihak yang disewa akan menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis
baru dengan pihak yang menyewakan rahimnya sebagai alat untuk mencari nafkah (terutama
pada masyarakat yang ekonominya rendah) seperti Inggris, India, Bangladesh dan China.'"’
Negara-negara tersebut difasilitasi oleh pemerintah setempat dengan membuatkan sebuah pusat
untuk model sewa rahim termasuk dengan pengurusan visa khusus dan visa medis. Namun
praktik sewa rahim inipun banyak menuai protes dan pelarangan dari berbagai negara,

diantaranya Prancis, Switzerland, Jerman.''®

b. Dasar Hukum
a. Menurut Hukum Islam
Kemandulan merupakan takdir Allah SWT, yang seringkali dianggap sebagai suatu

penyakit yang mengakibatkan sebagian pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan.

"5 Thamrin H, Hukum Sewa Rahim dalam Bayi Tabung, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 11.

16 Adinda Akhsanal Vigria, Analisis Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Islam,
(Skripsi Fakultas Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), him. 17.

"Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika..., Op.Cit, hlm. 3.

"8Sonny Dewi Judiansih, dkk, Aspek Hukum Sewa Rahim..., Op.Cit, him. 34-35
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Untuk memperoleh keturunan yang telah diimpi-impikan, maka pasangan suami istri mencari
suatu jalan alternatif. Dengan perkembangan ilmu teknologi dalam kedokteran, telah hadir yang
namanya program bayi tabung. Program bayi tabung ini merupakan salah satu jalan alternatif
yang dilakukan pasangan suami istri yang ingin mempunyai keturunan namun mengalami
kelainan pada alat reproduksinya. Program ini dilakukan dengan cara menggunakan sperma dan
ovum pasangan suami istri yang sah, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim
istri. Para ulama dalam fatwa MUI tahun 1979 tentang bayi tabung bersepakat bahwa
memperbolehkan dengan syarat dilakukan dalam keadaan yang betul-betul darurat dan dalam
prosesnya dilakukan oleh dokter ahli (perempuan) serta tidak melanggar aturan Syara'l’.119 Cara
seperti ini tidak dilarang dalam Islam karena nasab anak masih bisa terjaga dan hal ini sesuai
dengan konsep al-magashid asy-syari’ah yang salah satunya adalah menjaga keturunan.

Tetapi dengan berjalannya waktu program bayi tabung ini justru berkembang ke arah yang
lain yaitu dengan cara embrionya ditransplantasikan ke rahim wanita lain yang bukan ke rahim
istrinya atau yang dikenal dengan sewa rahim. Transfer embrio ke rahim titipan atau sewa rahim
merupakan suatu masalah baru yang belum pernah pada masa lalu baik masa nabi mapun para
sahabat. Maka masalah ini termasuk masalah ijtihadiyah yang harus diteliti dan dipeljari seksama
demi menemukan dan menetapkan hukumnya. Dengan adanya persoalan surrogate mother atau
ibu pengganti ini menimbulkan masalah baru karena merupakan yang tidak disebutkan dalam
kitab-kitab figih untuk mencari dasar hukumnya.

Selain itu, masalah penitipan janin terhadap bayi tabung dengan menggunakan rahim ibu
pengganti, menimbulkan beberapa permasalahan tentang harkat ayah dan ibu serta hakikat
hubungan hukum antara orang tua dengan anak yang bersangkutan. Permasalahan lain adalah
mengenai hubungan hubungan hukum anak yang dikandung dan dilahirkan oleh ibu pengganti
dengan ayah biologisnya. Begitu pula jika ibu pengganti bersuami, permasalahan hubungan
hukum antara suami dari ibu pengganti dengan anak yang dikandung oleh istrinya akan muncul.
Adanya permasalahan untuk menentukan hubungan hukum antara orang tua menentukan
hubungan hukum antara orang tua pemilik benih dengan anak yang dikandung oleh ibu
pengganti, berakibat pada penentuan status hukum anak tersebut.'’

Tidak ada ayat al-Qur’an maupun Hadits yang secara tegas melarangnya, namun terdapat
yang mengidikasikan pada tujuan yang sama yaitu menjaga keturunan/nasab. Ada beberapa dalil

yang bisa dianalogikan atau disamakan untuk dijadikan rujukan dalam mengetahui hukum sewa

""http://muslim.okezone.com/amp/2019/09/18/330/2106191/hukum-bayi-tabung-menurut-islam-ini-4-fatwa-
mui diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 14.30 WIB, dilihat juga dalam Suwinto, Problematika Bayi
Tabung dan Alternatif Penyelesaiannya,(Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 01,
No. 02, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), him. 163-164.

120 Bella Habibilah, Wisma Ain, Kedudukan Hukum Anak Yang...., Op.Cit, hlm. 156.
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rahim yang kemudian embrionya ditransplantaikan ke dalam rahim wanita lain. Dalil-dalil
tersebut adalah:
1. Al-Qur’an
a. QS. An-Nur [24]: 30

T PR N TR &\ B | LS CEOEY Joio - o PRI A 4 . sy opk
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Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka
menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu
adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa
yang mereka perbuat”. (QS. An-Nuur [24]: 30)"!

b. QS. Al-Ahzab [33]: 4
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Artinya: “... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu
(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan

Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang
benar).” (QS. Al-Ahzab[33]: 4)'*

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan agara menahan
pandangan dan memelihara kemaluannya, serta pernyataan Allah mengenai anak angkat. Bahwa
anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung. Allah memerintahkan pada umatnya agar bisa
menahan pandangan dan menjaga kemaluannya dimaksudkan agar terpeliharanya nasab
seseorang, dan pada kasus sewa rahim ini yang menjadi masalah adalah hal yang sama yaitu

memelihara nasab.

2. Hadits
Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud merupakan hadits yang dijadikan

sebagai dasar hukum pengharaman sewa rahim. Hadits tersebut berbunyi:

12, 52 g o5k i G AV sl 5 il ek o 8y Oa3Y

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT dan Hari Akhir

menyiramkan airnya (sperma) pada ladang orang lain (istri orang lain). (HR.
Abu Dawud)

2 Departemen Agama RI..., Op.Cit, hlm. 540
"2 1bid....., him. 661
Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 559.
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Selain itu, terdapat juga hadits Nabi yang terdapat pada Tafsir Ibnu Katsir Juz 3/326 yang
berbunyi:

P24all o ol ol 55) AT 023 Y a3 5 8 U4 Lala g Akl e a2 T 1300 333 80 Hala

Artinya: “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang yang
menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya”.(HR. Ibnu
Abi al-Dunya).

Dari kedua hadits diatas memang tidak menunjukkan secara jelas pada pelarangan atau
pengharaman sewa rahim, tetapi hadits tersebut memerintahkan kepada umat Islam untuk
menjaga kemaluan (sperma dan ovum) agar tidak terjadi pencampuran nasab apapun itu
bentuknya, baik melalui hubungan langsung dengan cara jima’ maupun tidak langsung (rekayasa

genetik).

b. Hukum Poistif

Hukum positif yang mengatur tentang sewa rahim secara khusus di Indonesia juga belum
ada, namun kita dapat merujuk pada Pasal 1548 KUHPerdata tentang sewa menyewa, Pasal 1313
KUHPerdata, Pasal 1233 KUHPerdata, dan Pasal 1320 KuhPerdata.

Pasal 1548 KUHPerdata yang berbunyi: sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan
mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada
pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayran suatu harga yang disanggupi oleh
pihak tersebut. Pasal tersebut menjelaskan bahwa objek yang dijadikan dalam sewa menyewa
adalah barang yang dapat memberikan kenikmatan bagi para pihak selama sewaktu tertentu dan
dengan pembayaran suatu harga.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dimana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan kata lain
masing-masing orang yang mengadakan perjanjian mempunyai keterikatan, mengikatkan diri
pada sebuah perjanjian. Kemudian Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan ditegaskan sebagai suatu
yang dilahirkan karena perjanjian maupun Undang-Undang. Oleh karena itu, berdasarkan kedua
pasal tersebut semua yang diperjanjikan merupakan undang-undang bagi mereka. Selain itu

untuk mengetahui sahnya suatu perjanjian maka persyaratan dari suatu perjanjian harus dipenuhi

124 Ahkamul Fukaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Muna, Konbes
Nahdhatul Ulama, Cet. 11, (Surabaya: Lanjah Ta’lif Nasyr NU dan Diantama, 1999), him. 489.
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oleh para pihak. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian meliputi
beberapa hal, antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan
pembatalan kepada pengadilan, sedangkan apabila yang tidak terpenuhinya syarat ketiga dan
keempat maka perjanjiannya batal demi hukum. Kemudian apabila syarat sahnya suatu
perjanjian ini diterapkan pada sewa rahim ini, maka syarat pertama, kedua dan ketiga memang
terpenuhi karena orang yang melakukan perjanjiannya (orang yang menitipkan embrio dan ibu
yang menyewakan rahimnya) itu berdasarkan kesepakatan dan telah cakap hukum, serta dalam
suatu hal tertentu yaitu rahim. Tetapi yang jadi masalah adalah pada syarat keempat yaitu sebab
yang halal. Menurut Deriza Ratman, perjanjian pada praktek sewa rahim (surrogate mother)
dianggap tidak sah karena tidak memenuhi sala satu dari persayaratan pada Pasal 1320 tersebut

yaitu mengenai sebab yang halal.

¢. Undang-Undang Kesehatan
Indonesia mengatur mengenai langkah pembuahan diluar rahim atau kehamilan di luar cara
alami melalui Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah diperbarui
dengan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Meskipun Undang-undang
tersebut bersifat memperbarui, namun ketentuan dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992
tentang Kesehatan tetap berlaku selama tidak bertentangan. Pelaksanaan proses kehamilan di
luar cara alami tersebut hanya dapat dilaksanakan jika secara medis dapat dibuktikan bahwa
pasangan suami istri yang sah benar-benar tidak dapat memperoleh keturunan secara alami,
pasangan suami istri tersebut barulah dapat melakukan kehamilan di luar cara alamiah sabagai

upaya terakhir teknologi kedokteran.

a. Pasal 16 UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
1. Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk
membantu suami istri mendapat keturunan.

2. Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya

dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
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a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan,
ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum beraal.
b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dari
kewenangan untuk itu
c. Pada sarana kesehatan tertentu.
3. Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
b. Pasal 127 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Di dalam Pasal 127 UU No. 23 tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa upaya
kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang
dah dengan ketentuan.

1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan
ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.

2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewanangan
untuk itu, dan

3. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Berdasarkan ketentuan undang-undang kesehatan yang berlaku di Indonesia, metode atau
upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam ketentuan tersebut, termasuk ibu
pengganti atau sewa menyewa rahim/penitipan rahim secara hukum tidak dapat dilakukan di
Indonesia. Larangan penggunaan ibu pengganti atau sewa rahim pada Undang-undang No. 36
tahun 2009 tentang Kesehatan dan berdasarkan atas muatan atas dan tujuan dari undang-undnag
tersebut, yaitu pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dengan berasaskan
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan
kewajiabn, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama yang dianut oleh

masyarakat Indonesia melarang dilakukannya sewa rahim.

¢. Alasan Dilakukannya Sewa Rahim
Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab dilakukannya praktik sewa rahim, antara
lain:
a. Seseorang wanita tidak mempunyai  harapan untuk mengandung secara biasa
dikarenakan mempunyai penyakit atau kecacatan yang menghalanginya untuk
mengandung dan melahirkan.

b. Rahim wanita tersebut dibuang atau diangkat karena pembedahan.
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Wanita tersebut ingin memiliki anak tetapi tidak mau memikul beban kehamilan,
melahirkan dan menyusui anak dan ingin menjaga kecantikan tubuh badannya dengan
mengelakkan dari terkesan akibat kehamilan.

Wanita yang ingin memiliki anak tetapi telah putus haid (menapouse).

Wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya kepada orang

. 125
lain.

d. Syarat-Syarat Untuk Melakukan Surrogate Mother Atau Ibu Pengganti

Untuk menjadi seorang Surrogate mother atau ibu pengganti diperlukan syarat-syarat,

antara lain:

a.

b.

Wanita berumur antara 18-35 tahun, namun idealnya berumur 28 tahun.

Wanita yang sehat baik secara fisik maupun psikis.

. Sudah pernah setidaknya satu kali melahirkan bayi yang sehat dan memahami pengaruh

kesehatan dan emosional dari proses kehamilan dan melahirkan.

. Keluarganya harus memberikan persetujuan dan dukungan

. Memiliki tujuan untuk membantu pasangan lain memiliki anak.

Bertanggung jawaab dalam membesarkan janin dalam kandungannya.

Dalam prakteknya surrogate mother atau ibu pengganti harus memeriksa kesehatan

janinnya secara teratur. Laporan tentang kesehatan surrogate mother dan laporan psikologis

secara komplit diberikan kepada pasangan suami istri. Kesuksesan dari program sewa rahim ini

bergantung dari banyaknya sperma yang diproduksi dari suami dan kemampuan rahim untuk

menerima 85% dari pasangan suami istri yang menggunakan jasa ibu pengganti atau surrogate

mother yang biasanya hanya menginginkan satu anak saja.'?®

e. Bentuk-Bentuk Dari Sewa Rahim

Sewa rahim terdiri dari beberapa bentuk-bentuk, antara lain:

a. Benih istri (ovum) disewakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasukkan
ke dalam rahim wanita lain. Kaidah ini digunakan dalam keadaan istri memiliki
benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan yang

serius, akibat penyakit yang kronis atau juga sebab-sebab yang lainnya.

12 Bella Habibilah, Wisma Ain, Kedudukan Hukum Anak Yang...., Op.Cit, hlm. 156
126 Ayum Mastura, Sewa Rahim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,(Skripsi Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum, TAIN Tulungagung, 2018), hlm. 31.
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b. Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disewakan dibekukan
dan dimasukkan ke dalam rahim ibu pengganti selepas kematian pasangan suami istri
itu.

c. Ovum istri disenyawakan dengan sperma laki-laki lain (bukan suaminya) dan
dimasukkan ke dalam wahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan istri
ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih istri dalam keadaan baik.

d. Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan ke
dalam rahim wanita. Keadaan ini berlaku pada ovarium dan rahimnya tidak mampu
memikul tugas kehamilan atau istri telah mencapai tahap putus haid (menopause)

e. Sperma suami dan ovum istri disenyawakan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim
istri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini istri yang lain sanggup

mengandungkan anak suaminya dari istri yang tidak dibolehkan untuk hamil'?’

f. Proses Dan Pelaksanaan Sewa Rahim
Proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim oleh sepasang suami istri yang sah,
kemudian nanti akan ditanamkan di rahim wanita lain, memerlukan ovum (sel telur) dan juga
sperma. Ovum diambil dari tuba fallopi (kandung telur) seorang ibu dan sperma diambil dari
ejakulasi seorang ayah. Sperma tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah memenuhi persyaratan
ataupun tidak. Begitu juga dengan sel telur seorang ibu, dokter berusaha menentukan dengan
tepat saat ovulasi (bebasnya sel telur dari kandungan) dan memeriksa apakah terdapat sel telur
yang matang atau tidak. Bila pada ovulasi terdapat sel-sel yang benar-benar matang, maka sel itu
dihisap dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut. Sel tersebut kemudian
diletakkan didalam tabung kimia dan disimpan di laboratorium yang diberi suhu menyamai
panas badan seorang wanita agar sel telur tersebut tetap dalam keadaan hidup.'*®
Orang tua yang menginginkan proses sewa rahim dapat memulainya dengan melakukan
konsultasi kesuburan untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari menggunakan ibu
pengganti. Setelah kedua pihak sepakat, langkah selanjutnya adalah mencari ibu pengganti yang
telah memenuhi syarat. Ibu pengganti akan diperiksa baik secara psikis dan fisik. Kemudian
kontrak tertulis akan dipersiapkan untuk memperjelas semua aspek perjanjian. Isi dari kontrak
tersebut antara lain:
a. Peran dan tanggung jawab pribadi dari setiap pihak.
b. Hal yang harus dilakukan untuk memastikan bayi mendapat perawatan yang baik

selama di kandungan.

127 Muhammad Ali Hanifah Selian, Op.Cit, hlm.135
"Ibid hlm.... 136
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Hak asuh dan hukum atas anak.

& o

Kompensasi bagi ibu pengganti.

@

Tempat melahirkan.

-

Biaya kesehatan untuk seluruh proses.

g. Asuransi kesehatn bagi ibu pengganti selama mengandung dan melahirkan.'*’

Setelah perjanjian disetujui melalui kontrak hukum yang mengikat, proses sewa rahim
akan dimulai dngan menyamakan siklus ibu pengganti dan ibu kandungan dengan obat-obatan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan rahim ibu pengganti dapat mengandung embrio ketika sel
telur dari ibu kandung dan ibu pengganti sudah sama. Ibu kandung akan mengansumsi obat-
obatan untuk merangsang produksi sel telur yang banyak ketika sel telur sudah siap untuk
dibuahi. Sel telur akan diambil melalui operasi sederhana dan disaat yang bersamaan sang ayah
akan menghasilkan sel sperma. Kemudian sel telur dan sperma akan dibuahi di cawan
laboratorium. Ketika proses pembuahan berhasil, embrio akan dipindahkan ke rahim ibu
pengganti. Namun, tingkat keberhasilan dari teknik ini tidak dapat dijamin, terutama apabila
kehamilan menggunakan sel telur dari ibu kandung karena kemungkinan ibu untuk menghasilkan

sel telur yang baik akan bergantung pada usianya.'*°

g. Pendapat Ulama/Cendekiawan Muslim mengenai Transfer Embrio Ke Rahim Titipan

Atau Ibu Pengganti/Sewa Rahim.

1. Pendapat yang mengharamkan.

a. As-Sayyid Sabiq, beliau berpendapat bahwa jika merujuk pada syarat sahnya sebuah
sewa menyewa, yaitu kerelaan antara dua pihak yang melaksanakan akad,
mengetahui manfaat dengan sempurna, barang yang menjadi objek akad (sewa-
menyewa) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan sayara,
dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya, serta manfaat adalah
hal yang mubah bukan diharamkan. Berdasarkan hal tersebut sewa rahim tidaklah
diperbolehkan, karena caranya (menitipkan embrio pada rahim wanita lain) yang
telah dinyatakan kebanyakan para ulama tidak diperbolehkan seperti apa yang telah
dipaparkan di atas. Karena prinsip hukum muamalah adalah segala sesuatunya
diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Sedangkan

sulitnya ditemukan bahasan terperinci mengenai sewa rahim dalam dua sumber

'Salim H.S, Perkembangn Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdta,(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2007),
hlm.26
130 Ayum Mastura, Op.Cit, hlm. 35-37
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utama tersebut. Maka haruslah mengikuti ijma’. Selain itu dalam prinsip Islam
penentuan halal haram, niat yang baik tidaklah mengubah sesuatu yang haram
menjadi halal. Tetapi perlu diingat, yang berhak menentukan halal atau haramnya
segala sesuatu hanyalah Allah.

. Dr. Yusuf Qardhawi, beliau berpendapat yang ditulis dalam buku Fatwa-fatwa
Kontemporer Jilid 3, beliau menyatakan bahwa semua ahli figih tidak membolehkan
penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Menurutnya, para ahli figih dan para
pakar dari bidang kedokteran telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan suami
istri atau salah satunya untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan demi
membantu mereka mewujudkan mempunyai keturunan. Namun, mereka
mensyaratkan spermanya harus milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak
ada pihak ketiga di antara mereka. Misalnya, dalam masalah bayi tabung.
Selanjutnya Qardhawi menulis, jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui
maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita
lain, inipun sama tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini, menurut beliau
dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan,
siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa
karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena
hamil dan melahirkan? Padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya
sendiri, bahkan jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini
tidak diperbolehkan juga. Pasalnya dengan cara ini tidak diketahui siapakah
sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi akan dilahirkan kelak.
Juga, kepada siapakah nasab sang bayi akan disandarkan, pemilik sel telur atau si
pemilik rahim?

. Syaikh Mahmud Syaltut (1963), beliau berpendapat bahwa jika inseminasi itu dari
sperma laki-laki lain yang tidak terikat akad perkawinan dengan wanita dan
barangkali ini yang banyak dibcarakn orang mengenai inseminasi. Maka
sesungguhnya tidak dapat diragukan lagi, hal tersebut akan mendorong manusia ke
taraf kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan serta mengeluarkannya dari harkat
dari kemanusiaan, yaitu harkat kemasyarakatan yang luhur dipertautkan dalam
jalinan perkawinan yang telah disebar luaskan. Dan bilamana inseminasi buatan
untuk manusia itu bukan dari sperma suami. Maka hal seperti ini statusnya tidak
dapat diragukan lagi adalah suatu perbuatan yang sangat buruk sekali dan suatu

kejahatan yang lebih munkar dari memungut anak.
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d. Menurut Mu’tamar Tarjih Muhammadiyah Tahun 1980, tidak dibenarkan menurut
Islam, sebab menanam pada rahim wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda

Rasulullah SAW:
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Artinya: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir
bagi yang menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain
(vagina istri orang lain)” (H.R. Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Hadits ini
dipandang Shahih oleh Ibnu Hibban).

Demikian pula diharamkan karena pembuahan semacam itu termasuk kejahatan yang
menurunkan martabat manusia dan merusak tata hukum yang telah dibina dalam

kehidupan masyarakat.

e. Pendapat Munas Alim Ulama (NU) Di Sukorejo Situbondo Tahun 1983, tidak sah
dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami istri yang cukup subur dan
sehat menghendaki seorang anak. Namun kondisi rahim sang istri tidak cukup siap
untuk mengandung seorang bayi. Selain hadis di atas para ulama peserta munas

berdasarkan hadis Nabi yang terdapat pada tafsir Ibnu Katsir Juz 3/326

G OAD Gadag ikl e 4 de glaal @bl S (8 Gala gl e ) e 0 0305 06
132;@8%;316%3

Artinya: “Rasulullah bersabda: “tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik
dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita
yvang tidak halal baginya”

f. Jika terdapat kasus semacam itu, peserta munas berpendapat bahwa dalam hal nasab,
kewalian dan hadhanah tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam
Ibnu Hajar, karena masuknya tidak muhtaram. Yang dimaksud dengan sperma yang
muhtaram adalah hanya ketika keluarnya saja, sebagaimana yang dianut oleh Imam
Ramli, walaupun tidak terhormat ketika masuk (ke vagina orang lain).

g. Hasil sidang lembaga Figh Islam OKI III di Yordania tahun 1986, memutuskan
bahwa sewa rahim itu adalah haram hukumnya dan dilarang mutlak bagi dirinya

karena akan mengakibatkan pencampuran nasab dan hilangnya keibuan dan

"Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, Op.Cit. hlm. 559

Ahkamul Fukaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Muna, Konbes
Nahdhatul Ulama, Cet. 11, (Surabaya: Lanjah Ta’lif Nasyr NU dan Diantama, 1999), him. 489.
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halangan-halngan syar’i lainnya. Dan begitu pula tidak dibenarkan menitipkan ke
rahim istri yang kedua, ketiga dan seterusnya bagi yang berpoligami.

h. Musa Shalih Syaraf, cara apapun slain itu (bayi tabung) hukumnya haram secara
syara’. Jika seorang suami mandul lalu dia memindahkan sperma laki-laki lain
kepada istrinya yang masih bisa memberikan keturnan, maka jelas haram. Demikian
pula bila istrinya yang mandul sedangkan suaminya masih bisa menurunkan
keturunan dengan sperma laki-laki lain, maka tindakan ini jelas haram. Kalau wanita
mengandung dengan hasil inseminasi seperti ini, maka anak ini anak yang bukan
syar’i terlebih-lebih ia dihasilkan dari tindakan istri yang buruk sekali.

i. Prof. Dr. Said Agil Husain Al-Munawwar, MA, beliau berpendapat meskipun sewa
rahim ada manfaatnya, namun keburukan atau mafsadah yang diakibatkan jauh lebih
besar daripada manfaatnya. Diantara keburukannya adalah akan menimbulkan
kacaunya status anak. bahaya lainnya adalah persengketaan yang akan timbul antara
kedua ibu. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa hukum penyewaan rahim tidak

dibenarkan (haram).'*?

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulakn bahwa hukum haram yang
terdapat dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya dari segi
sosial, dapat menarik ketaraf kehidupan seperti hewan dan pencampuran nasab. Segi
etika, bahwa memasukkan benih kedalam rahim perempuan lain hukumnya haram
berdasarkan hadis Nabi serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya sifat

keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.'**

2. Pendapat yang memperbolehkan
a. Prof. Dr. Jurnalis Udin, PAK, beliau berpendapat bahwa apabila rahim milik istri
peserta program fertilisasi in vitro transfer embrio tersebut memenuhi syarat untuk
mengandung embrio itu sampai lahir. Penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang
proses kehamilannya di dalam rahim wanita lain (surrogate mother) hukumnya
haram. Sebaliknya apabila (a) rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandungkan
embrio tersebut, (b) belum ditemukan teknologi yang dapat mengandungkan embrio
itu di dalam tabung hingga lahir, (¢) dan karena itu satu-satunya jalan untuk
mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah dengan melalui jalan surrogate
mother maka hukum menyelenggarakan reproduksi bayi tabung dengan

menggunakan rahim wanita lain maka hukumnya mubah. Karena hal tersebut

'3 Muhammad Ali Hanafah Selian, Surrogate Mother..., Op.Cit, him. 144-145.
134 110:
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dilakukan selain dalam keadaan darurat juga dikarenakan adanya keinginan sangat

besar untuk mempunyai anak.

. H. Ali Akbar, beliau menyatakan bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang

bukan ibunya hukumnya boleh. Dikarenakan si ibu tidak bisa menghamilkannya
yang disebabkan rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak
kepada wanita lain diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh

pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.

. H. Salim Dimyati berpendapat bahwa bayi tabung yang menggunakan sel telur dan

sperma dari suami yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu
pengganti). Maka apa yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka dan
tidak ada hak mewarisi dan diwarisi. Karena anak angkat bukanlah anak sendiri yang

tidak boleh disamakan dengan anak kandung

Jika diteliti lebih dalam, Pendapat pertama lebih menekankan pada konsep darurat

yaitu suatu keadaan dimana keinginan untuk memperoleh keturunan sangatlah besar,

namun belum ditemukan cara selain menyewa rahim. Pendapat kedua diperbolehkannya

sewa rahim dikarenakan kandungan sang istri tidak bisa untuk mengandung, dan

pendapat ini menyamakannya dengan diperbolehkannya menyusukan anak kepada

perempuan lain bahkan boleh memberikannya upah. Sedangkan pendapat terakhir yang

menyatakan bahwa boleh melakukan sewa rahim namun anak yang dihasilkan melalui

proses tersebut tidak seperti anak kandung dan bahkan statusya seperti anak angkat.
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BAB III

GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN PUTUSAN IJTIMA’
ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA II TAHUN 2006 TENTANG
TRANSFER EMBRIO KE RAHIM TITIPAN

A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)
a. Profil MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah suatu lembaga swadaya yang menjadi wadah
bagi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim yang berkompeten dan berperan untuk
membimbing, membina, dan mengayomi serta berperan dalam memecahkan suatu permasalahan
yang timbul di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini berdiri
pada tanggal 26 Juli 1975 Masehi atau 17 Rajab 1395 Hijriah di Jakarta,'*® sebagai hasil dari
pertemuan atau musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia yang datang
dari berbagai penjuru tanah air.

Berdirinya MUI dilatar belakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam
bahwa Negara Indonesia memerlukan sutau landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang
maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim seperti ini sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa dan bagi berkembangnya
hubungan harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Selain
itu, jika dilihat dari kebanyakan fatwanya, berdirinya MUI didorong oleh 4 (empat) hal, yaitu
memelihara hubungan baik dengan pemerintah, waspada pada ancaman kristenisasi, hasrat untuk
dapat diterima dengan baik oleh organisasi maupun masyarakat Islam, dan untuk menjawab
tantangan zaman yang sering muncul."’

Dalam kegiatan pertemuan atau musyawarah yang dilakukan oleh anggota Majelis Ulama
Indonesia yang dihadiri oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia diantaranya
meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu, 10
orang ulama yang merupakan anggota dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu Nahdhalatul
Ulama (NU), Muhammadiyah, Syariat Islam, Perti, AlI-Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI,
PITDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angakatan Darat,
Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, serta 13 orang tokoh/cendekiawan muslim yang

BOhttp://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, Diakses pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul

19.45 WIB
137 Atho’ Mudzhar, Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset),
hlm. 251.
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merupakan perorangan. Dari musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yaitu para
peserta musyawarah telah bersepakat untuk membentuk suatu wadah bagi para ulama, zuama
dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah piagam berdirinya MUI dan ditanda
tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama
1138

MUI muncul ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase
kebangkitan kembali, yaitu bertepatan pada setelah tiga puluh (30) tahun merdeka, dimana
bangsa Indonesia masih sibuk dan banyak energi yang terserap dalam perjuangan politik baik di
dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang memperdulikan terhadap
permasalahan kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa
mereka merupakan pewaris dari para Nabi (warasatul Anbiya’). Oleh karena itu, mereka merasa
terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui suatu wadah yang
bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti apa yang pernah dilakukan oleh para ulama
pada zaman penjajahan dan kemerdekaan.

Disisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat, seperti
halnya kemjauan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, budaya
global yang banyak didominasi oleh barat, masyarakat masih mendewakan kebendaan dan hawa
nafsu yang dapat melunturkan aspek religius masyarakat serta meremehkan peran agama dalam
kehidupan umat manusia yang sering mendatangkan kelemahan dan dapat menjadikan sumber
pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Hal tersebut dapat mengakibatkan umat Islam
terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu, Untuk
memperbaiki hal tersebut, selama dua puluh lima tahun dalam perjalanannya sebagai wadah para
ulama, zuama dan cendekiawan muslim, Majelis Ulama Indonesia berusaha untuk:

a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam
mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.

b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan
kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah
Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan
kesatuan bangsa, serta

c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal
balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional,
meningkatkan hubungan dan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan

cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada

B¥http.//id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, Op.Cit,
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masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi
secara timbal balik."*’

Sebagai suatu lembaga yang didirikan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim
yang tumbuh berkembang di kalangan masyarakat Islam, hal ini dapat dikatakan bahwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu gerakan masyarakat. Lembaga MUI ini tidak jauh
berbeda dengan lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam
yang telah memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Kata
semangat kemandirian ini dalam arti tidak terpengaruh dan bergantung kepada pihak-pihak lain
dalam mengeluarkan pandangan pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama lembaga
atau organisasi. Dengan kaitannya dengan organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat
Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi
organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya
tersebut dan apalagi sampai memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili
kemajemukan dan keragaman umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan niat kelahirannya yang dijadikannya sebagai
wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di
kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk
menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar
negeri. Hubungan dan kerjasama tersebut menunjukkan bahwa organiasi MUI ini bisa hidup
dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dan menjadi bagian utuh dari tatanan
kehidupan bangsa yang hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk
kebaikan dan kemajuan bangsa, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-
masing serta tidak menyimpang dari visi misi dan juga fungsi dari Majelis Ulama Indonesia.

Dalam perjalanan pengabdian Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai fungsi yang
sangat strategis dan relevan dalam kehidupan beragama dan berbangsa, diantaranya:

1. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan
kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai amar ma 'ruf nahi munkar.

2. Memperkuat ukhuwah (kerukunan) Islamiah dan memelihara serta meningkatkan
suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan
bangsa.

3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.

http://mui.or.id/sejarah-mui/ diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 19.59 WIB
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4. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pejabat pemerintahan) dan serta
menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat beragama guna

menyukseskan pembangunan nasional.'*’

b. Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Sedangkan
menurut syara’ adalah menerangkan suatu hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban
atas suatu pertanyaan, baik si penanya tersebut jelas identitasnya maupun tidak, baik
perseorangan maupun kolektif.'*' Menurut Imam Zamakhsyari dalam bukunya Al-Kasyaf bahwa
pengertian fatwa adalah sautu jalan yang lurus. Sedangkan menurut Amir Syarifudin bahwa
fatwa adalah suatu usaha yang memberikan penjelasan tentang hukum syar’i oleh ahlinya kepada
orang yang belum mengetahuinya.'** Berdasarkan yang telah dipaparkan uraian tersebut, maka
fatwa (hukum) yang bersifat praktis dan aktual. Umat Islam pada dasarnya boleh terikat dengan
isi fatwa tersebut sebagaimana terikat dengan salah satu fiqih mazhab, tetapi secara moral dan
sosial wajib menjadikan fatwa sebagai pedoman atau pegangan dalam kehidupan beragama dan
bermasyarakat.

Komisi fatwa MUI meruapakan salah satu komisi di MUI yang menangani persoalan
hukum yang mendapat perhatian khusus karena masyarakat sangat memerlukan nasihat dan
keagamaan dari ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang
menyimpang dari kehidupan yang religius.'*’ Fatwa merupakan suatu hasil pemikiran para
ulama yang patut diperhatikan sepanjang masa karena senantiasa memberikan warna terhadap
perubahan atau perkembangan hukum Islam dari masa ke masa.

Apabila terdapat suatu kejadian yang memerlukan suatu ketetapan hukum, jumhur ulama
telah bersepakat bahwa yang perlu dilakukan adalah pertama-tama hendaklah dicari terlebih
dahulu dalam al-Qur’an, kalau ketakutan hukumnya sudah ada dalam al-Qur’an, maka
ditetapkanlah hukumnya sesuai yang ditunjuk al-Qur’an, tetapi apabila ketetapan hukumnya
tidak ditemukan dalam al-Qur’an, barulah meneliti as-Sunnah. Jika dalam as-Sunnah terdapat
ketetapan hukumnya, maka ditetapkan menurut petunjuk as-Sunnah. Menurut al-Syaukani bahwa

jika ada nash as-Sunnah yang menetapkan hukumnya, maka barulah beralih kepada tahap

140 K afrawi, Ridwan, dkk, Eksiklopedi Islam, Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 20020), hlm. 122

4 yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan, (Jakarta:Gema Insani Press, 1997), hlm. 5

142 Rohadi, Abdul Fatah, Analisa Fatwa Kegamaan dalam Figh Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm.
39.

143 Abdul, Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam 2, (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Haouve, 1997, Cet.I),
him. 1603.
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pemeriksaan putusan dari para mujahiddin yang menjadi ijma’ (keputusan bersama) dari masa ke
masa tentang masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya. Kalau ada ditetapkanlah
padanya. Sekiranya ijma’ dalam masalah tesebut tidak didapatkan, maka hendaknya qiyas
dengan menggunakan Illat, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ijtihadnya.'**
a. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu lembaga independen yang
terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas
yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. Untuk itu, lembaga ini dengan
seluruh anggotanya selalu berpegang pada dasar-dasar yang sudah baku dan menjadi aturan yang
dijadikan pedoman penetapan fatwa. Aktifitas penetapan fatwa lebih tepat disebut dengan istilah
ifta’ yang artinya penetapan fatwa. Orang atau lembaga yang mempertanyakan persoalan hukum
disebut mustafi. Dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap
permasalahan yang diajukan, Majelis Ulama Indonesia  (MUI) mengeluarkan pedoman
penetapan fatwa yang tertuang dalam surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-
596/MUI/X/1997, pedoman ini disamping sebagai acuan dalam memberikan jawaban atas
masalah keagamaan juga menghindarkan dan meminimalisir adanya kesimpangsiuran atau
perbedaan dalam memberikan jawaban keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) pusat dan daerah, atau MUI daerah yang satu dengan daerah yang lain,
pedoman tersebut tertuang dalam Pasal 2, tentang dasar umum penetapan fatwa, antaranya:

a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan Sunnah Rasul
yang mu’tabarah serta tidak bertentangan dengan kemashlahatan umat.

b. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada
pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan ijma’, qiyas
yang mu’tabarah, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, maslahah
mursalah dan Sadd azd-dzari’ah.

c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaknya ditinjau dengan pendapat-
pendapat para Imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil
hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang
berbeda pendapat.

d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya

dipertimbangkan.

14 Ahmad Sonifuniam, Analisis Keputusan Fatwa MUI NO.2 Tentang Penggunaan Organ Hewan Bagi
Kepentingan Obat-Obatan dan Kosmetik, (Skripsi, Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, (Jakarta, 2008)), hlm. 58
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Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode istinbath hukum yang digunakan
oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama
salaf. Sikap akomodatif yang dgunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya
memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, disamping itu juga perlunya
memperhatikan pendapat para ulama ulama madzhab figih, baik pendapat yang mendukung
maupun yang menentang. Sehingga dapat diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak
cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang
bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa
adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar dibidang keilmuan tertentu sebagai bahan

pertimbangan dalam menetapkan fatwanya.

b. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa

Selain adanya pedoman dalam menetapkan suatu fatwa, terdapat juga sitem dan prosedur
yang diharapkan mampu menjadi solusi jika suatu permasalahan muncul. Dalam proses
penetapan fatwa, MUI menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan Nash Qath’1, Qauli, dan
Manhaji. Adanya permasalahan yang terus terjadi dan berkembang dengan seiringnya
berkembangnya zaman, maka MUI tidak hanya melakukan pendekatan nash karena tidak akan
memadahi karena sifat dari nash sendiri yang sangat terbatas. Serta tidak hanya berpegang pada
aqwal yang didapat dari referensi keagamaan klasik yang penulisnya sudah berhenti ratusan
tahun yang lalu.

Dengan keterbatasan pada dua pendekatan tersebut diperlukan adanya suatu pendekatan
lain yang dapat diajdikan acuan yaitu pendekatan manhaji (metodologis). Sistem penetapan
fatwa diatur dalam rumusan sebagai berikut:

a. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari
dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya
seminggu sebelum disidangkan.

b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (Qath’1) hendaklah komisi
menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada
nash dari al-Qur’an dan as-Sunnah.

c. Dalam hal khilafiyah di kalangan mazhab, maka difatwakan hasil seleksi, setelah

memperhatikan hasil perbandingan (muqaranat) hukum agama (figh) dengan
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menggunakan kaidah-kaidah wusul figh muwaran yang berhubungan dengan

pentarjihan.'*

Adapaun prosedur penetapan fatwa, diantaranya sebagai berikut:

a. Setiap keputusan fatwa harus di tanfidz kan setelah ditanda tangani oleh dewan
pimpinan dalam bentuk surat keputusan fatwa (SKF)

b. SKF harus dirumuskan dalam bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh
masyarakat.

c. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara
singkat, serta sumber pengambilannya.

d. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi

serta jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.'*®

Cara lain untuk mewujudkan fatwa adalah dengan memperbincangkan soal tersebut di
dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. Konferensi semacam itu,
dihadiri oleh para ulama dalam jumlah besar dari lingkungan yang lebih luas. Dalam
mengemukakan persoalan-persoalan yang memerlukan dibuatnya fatwa dan setelah beberapa
persoalan dapat disetujui dengan dilengkap dalil-dalilnya, kemudian mendaftar dan
menyampaikan persoalan-persoalan tersebut kepada komisi Fatwa, yang selanjutnya akan
diumumkan dalam bentuk biasa. Dengan demikian Komisi Fatwa tidak perlu memperbincangkan
lagi diakrenakan persoalan-persoalan tersebut telah dirundingakn dalam sidang labih besar.'"’

Dalam kinerjanya, komisi fatwa MUI harus mengikuti prosedur penetapan fatwa di atas
yang menjadi pedoman dalam mengeluarkan fatwa. Adanya prosedur penetapan fatwa ini karena
tidak dibenarkan memberikan fatwa hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu

atau dugaan semata tanpa didasarkan pada dalil. Setiap menyatakan sesuatu hukum haruslah

dapat menunjukkan dalilnya, baik Al-Qur’an, Hadits, maupun dalil hukum lainnya.

B. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2006 Tentang Transfer

Embrio Ke Rahim Titipan

143 Laily Mamluatus Sa’adah, Fatwa MUI NO. 33 Tahun 2018 Tentan Penggunaan Vaksin Measles Rubella
Untuk Imunisasi Dalam Perspektif Maqgasid Syari’ah, (Skripsi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, 2019),
hlm.46.

¢ Tim Penyusun, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI, (Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: 2001),
him. 42

7 Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran
Hukum Islam di Indonesia, 1975-1998, (Jakarta:INIS, 1993), him. 80.
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Salah satu dari penemuan teknologi sains modern yang bermanfaat bagi manusia adalah
penemuan inseminasi buatan pada manusia. Dengan seiringnya perkembangan sains dan
teknologi dalam bidang kedokteran, telah ditemukanlah salah satu program dari bayi tabung
yang dilakukan dengan cara pembuahan di luar rahim sang ibu kemudian embrio ditransfer ke
rahim titipan atau yang disebut dengan surrogate mother (Ibu pengganti) atau yang disebut juga
dengan sewa rahim. Maksud dari ibu pengganti atau sewa rahim adalah wanita yang mengikat
janji atau kesepakatan (gestational agreement) antara pasangan suami istri dan ibu pengganti
untuk bersedia mengandung benih dari pasangan suami istri dengan menerima suatu imbalan
tertentu atau sukarela.

Permasalahan mengenai bayi tabung, sebelumnya Majelis Ulama Indonesia juga telah
mengeluarkan suatu Fatwa yang merupakan hasil komisi fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 13
Juni 1979 dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia telah
menfatwakan fatwa tentang Bayi tabung yang Sebagai berikut:

a. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya

mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.

b. Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari
istri kedua dititipkan pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd
adz-dzarT’ah, sebab hal ini akan menimbulkan maslah yang rumit dalam kaitannya
dengan masalah warisan (khususnya antara anka yang dilahirkan dengan ibu yang
mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya)

c. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia
hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd adz-dzari’ah, sebab hal ini akan
menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan hal kewarisan.

d. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang
sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan
jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan Sadd adz-dzari’ah yaitu untuk

menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.'*®

Dalam permasalahan bayi tabung, semua ulama termasuk MUI sepakat apabila proses bayi
tabung menggunakan sperma dan ovum dari selain pasangan suami istri yang sah maka

hukumnya haram. Karena proses bayi tabung yang demikian itu pada hakikatnya sama dengan

"*http://muslim.okezone.com/amp/2019/09/18/330/2106191/hukum-bayi-tabung-menurut-islam-ini-4-fatwa-
mui diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, dilihat juga dalam Suwinto, Problematika Bayi Tabung dan Alternatif
Penyelesaiannya, (Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 01, No. 02, IAIN Sunan
Ampel Surabaya, 2011), him. 163-164
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melakukan perbuatan zina yang menyebabkan terjadinya percampuran nasab yang tidak sah.
Dan apabila proses bayi tabung menggunakan sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah
dan embrionya ditanam pada rahim istri ketika si suami masih hidup maka mayoritas ulama
kontemporer membolehkannya.'* Sedangkan fatwa menganai transfer embrio ke rahim titipan
MUI sangat jelas mengharamkan dengan dasar pengaharamannya ialah sadd adz-Dzari’ah
dengan alasan karena proses tersebut akan menimbulkan kerumitan dalam masalah nasab dan
warisan, terutama antara si anak dengan ibu pemiliki ovum dan ibu pengganti.'*

Selanjutnya, permasalahan bayi tabung menggunakan teknik transfer embrio ke rahim
titpan tersebut diperkuat dengan putusan [jtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia tahun 2006 di
Pondok Pesantren Moden Di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.

Ijma’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia II Tahun 2006 yang dilakukan di Pondok
Pesantren modern di Gontor, ponorogo, merupakan salah satu forum nasional yang melibatkan
komisi fatwa se Indonesia. Forum ini, selain dijadikan forum untuk membahas permasalahan
yang membutuhkan dukungan komisi fatwa se Indonesia dan juga merupakan ajang untuk
melakukan konsolidasi komisi fatwa se Indonesia, baik di bidang keorganisasian, pemantapan
metodologi penetapan fatwa (al-manhaj fi itsbat al-fatwa) dan memperkuat hubungan antar
anggota komisi fatwa se Indonesia.

Keputusan [jtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tahun 2006 tentang Transfer Embrio
Ke Rahim Titipan adalah sebagai berikut:

a. Indikasi Masalah

Pada dasarnya teknologi bayi tabung yang digunakan dengan meminjam atau

menyewa rahim orang lain dapat diterima di dunia medis. Namun, jika dipraktekkan di
Indonesia maka akan menimbulkan banyak permasalahan. Selain permasalahan etika dan
moral, penerapan bayi tabung dengan meminjam atau menyewa rahim orang lain juga
dapat mengakibatkan permasalahan hukum. Permasalahan yang timbul dari aspek hukum,
khususnya hukum Islam, antara lain mengenai pandangan hukum Islam terhadap penitipan
janin dan kedudukan, status nasab dan hak waris anak yang dilahirkan melalui proses
penitipan janin.

b. Ketentuan Hukum""'

a. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang

ditempatkan pada rahim wanita lain hukumnya tidak boleh (haram)

149 Najib Junaidi, Penanaman Embrio pada Rahim Istri...,Op.Cit, hlm 197
"*'Ibid hlm... 198.
""Hasil-hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ualama Indoensia II Tahun 2006 di Gonor Ponorogo, , t,t.
PDF
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b. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang
ditempatkan pada rahim istri yang lain hukumnya tidak boleh (haram).

c. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang
ditempatkan pada rahim wanita lain yang disebabkan suami dan/atau istri tidak
menghendaki kehamilan hukumnya haram.

d. Status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada point 1, 2, dan 3 di atas

adalah anak dari ibu yang melahirkannya.

¢. Dasar Hukum
1. Al-Qur’an
a. Qs. Al-Isra’ : 70

eeeee

(V+) Slocndf IR G i e aibliliady cghall (e sl 55 a5 ) (3 aililan s 0 3 1558 6

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat merka
di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan
Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan
makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S. Al-Isra’ [17]:70)"*

b. Qs. At-Tin : 4

(£) g ikl b Syl i

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-
sebaiknya” (Q.S. At-Tin [95]:4)'

Kedua ayat trsebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk
yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan
lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa
menghormati martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini
transfer embrio ke rahim titipan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat

manusia sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diinseminasi.

2. Hadits Nabi

1%, e g 5565l i &1 AW a5l s AU el g Ry JaaY

132 Departemen Agama RI...., Op.Cit, hlm. 427
'3 Ibid......, hlm. 1066
*Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, Op.Cit. hlm. 559
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Artinya: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir bagi
yvang menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri

orang lain)” (H.R. Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Hadits ini dipandang Shahih
oleh Ibnu Hibban).

3. Kaidah Fighiyah

Pl ) s e g3 aulial £ 32

Artinya: “Menghindari Mafsadah atau madharat harus didahulukan daripada mencari
mashlahah™

%12z al-Din ibn Abd al-Salam. Qawaid...., Op.Cit. hlm. 241.



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN IJTIMA’ ULAMA SE INDONESIA II TAHUN 2006 TENTANG
TRANSFER EMBRIO KE RAHIM TITIPAN

A. Analisis Dasar Hukum yang Digunakan Oleh MUI dalam Putusan Ijtima’ Ulama Se
Indonesia II Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan

Banyaknya persoalan yang belum diketahui dasar hukumnya muncul di tengah masyarakat
Indonesia. Berdasarkan pada pedoman penetapan fatwa MUI serta kesadaran keberagamaan
umat Islam yang semakin tumbuh subur di bumi Nusantara ini, merupakan hal yang wajar bagi
masyarakat untuk mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam dari persoalan-
persoalan yang timbul pada saat ini termasuk fenomena bayi tabung yang menggunakan proses
ibu pengganti atau sewa rahim (Surrogate Mother). Apalagi fenomena proses transfer embrio ke
rahim titipan atau ibu pengganti telah dilakukan di beberapa Negara di dunia, bahkan bisa jadi
dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara ilegal tanpa melihat hukum dan akibat dari
fenomena tersebut.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran
telah memunculkan teknik baru dari bayi tabung yaitu teknik yang menggunakan proses ibu
pengganti atau sewa rahim (Surrogate Mother), yaitu proses teknik bayi tabung yang
menggunakan rahim wanita lain dan telah terjadi persetujuan untuk mengandung sampai dengan
melahirkan anak dari pasangan suami istri yang telah menyewa rahim wanita tersebut. Teknik ini
digunakan oleh pasangan suami istri yang tidak bisa melakukan teknik bayi tabung yang
menggunakan sperma suami dan sel telur (ovum) istri yang kemudian hasilnya tersebut
dimasukkan kembali ke rahim sang istri. Teknik ini selain membawa kemudahan dan
kemanfaatan bagi pasangan suami istri yang ingin memiliki anak, namun juga mendatangkan
permasalahan-permasalahan baru yang timbul dari teknik bayi tabung menggunakan ibu
pengganti. Permasalahan tersebut perlu secepatnya dipecahkan oleh suatu lembaga yang
kompetibel untuk memecahkannya. Oleh karena itu, para ulama yang tergabung dalam komisi
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan
berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam terhadap persoalan ibu
pengganti atau sewa rahim.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu wadah bagi para ulama dan cendikiawan
muslim yang tergabung dalam lembaga paling berkompeten dan berperan dalam memecahkan

serta memberi jawaban mengenai permasalahan-permasalahan sosial dan keagamaan (Iffah) yang
66
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senantiasa sering timbul dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mengingat bahwa lembaga ini
merupakan suatu wadah bagi para ulama dan cendikiawan muslim Indonesia yang memiliki
keaneka ragaman dalam bermadzhab, tentu dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah
dihadapi harus dilakukan dengan cara musyawarah yang tetap berlandaskan hukum pada al-
Qur’an dan as-Sunnah. Karena itu, setiap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI), diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat serta
dijadikan acuan dan patokan pemerintah dalam menentukan serta pengambilan kebijakan kepada
masyarakat.'>® Fatwa merupakan suatu jawaban atas pertanyaan atau masalah seseorang maupun
kelompok yang ingin mendapatkan kejelasan hukum terkait dengan suatu permasahan
tersebut."”’

Teknik transfer embrio ke rahim titipan atau sewa rahim merupakan suatu masalah baru
yang belum pernah terjadi pada masa lalu, baik masa Nabi maupun masa para sahabat. Maka
masalah ini termasuk masalah ijtihadiah yang harus diteliti dan dipelajari secara seksama, demi
untuk menentukan dan menetapkan hukumnya. Dasar atau sumber pemecahan suatu masalah,
haruslah kembali kepada ajaran al-Qur’an. Apabila dalam al-Qur’an tidak ditemukan suatu
petunjuk, maka dapat merujuk kepada Nabi Saw, dan apabila dalam al-Qur’an maupun sunnah
tidak pula ditemukan, maka bisa ditempuh dengan cara ijtihad. Ijtihad dapat digunakan untuk
memecahkan suatu masalah dengan menggunakan seluruh alat yang ada pada diri manusia,
seperti rasio, rasa dan hati nurani yang didasari oleh rasa takwa yang sedalam-dalamnya kepada
Allah SWT.

Dalam masalah teknik transfer embrio ke rahim titipan atau yang disebut dengan sewa
rahim terdapat beberapa hal yang harus dicermati untuk menentukan hukum yang sesuai dengan
tujuan dan maksud syari’ah, yaitu memperhatikan kemashlahatan serta mempertimbangkan
dampak buruknya karena dalam proses teknik ini melibatkan beberapa pihak yang saling
berhubungan. Diantaranya yakni pemilik sperma, pemilik ovum (pemilik sel telur) dan pemilik
rahim. Oleh karena itu, apabila teknik tersebut masih tetap dilakukan akan memberikan dampak
yang buruk dan rumit, khususnya pada status anak yang dihasilkan.

Mengenai hal ini pada tanggal 13 Juni 1979, MUI telah mengeluarkan fatwa yang berisi
tentang kebolehan untuk menggunakan inseminasi buatan yang tercantum pada poin satu (1),
dengan alasan bahwa inseminasi buatan dalam bayi tabung adalah suatu perbuatan dalam rangka
ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama yang manfaatnya sangat besar dalam kehidupan rumah

tangga bagi suami istri yang telah menginginkan kehadiran seorang anak. Namun, terkait dengan

156
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Http://mui.or.iddiakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul. 21.30 Wib

Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa -mui-dalam-hukum-
indonesia/ diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul. 21. 45 WIB
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masalah teknik transfer embrio ke rahim titipan atau sewa rahim (Surrogate Mother)
sebagaimana yang tercantum pada poin ke dua (2), MUI sangat tegas menolak dan
mengharamkan praktik tersebut dilakukan, keharaman tersebut berlandaskan berdasarkan kaidah
Sadd adz-dzari’ah. Dengan alasan apabila hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan, akan
menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya masalah nasab dan warisan, khususnya
perselisihan hubungan antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dengan
ibu yang mengandung dan melahirkannya.'>®

Untuk memperkuat fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2006 dalam
penyelenggaraan [jtima’ ulama se Indonesia kedua yang diselenggarakan di Pondok Modern
Gontor Ponorogo yang secara spesifik telah mengeluarkan fatwa mengenai sewa rahim
(Surrogate Mother) dengan bahasa transfer embrio ke rahim titpan yang tercantum dalam
putusan ijtima’ ulama se Indonesia II tahun 2006. Dalam fatwa tersebut, ulama telah bersepakat
dan menjelaskan secara spesifik bahwa teknik transfer embrio ke rahim titipan atau sewa rahim
merupakan suatu yang haram, baik transfer embrio yang dititipkan kepada wanita lain maupun
kepada istri yang lain (istri kedua) dari suaminya. Bahkan pada poin selanjutnya, dalam putusan
ijtima ulama komisi fatwa MUI juga menambahkan bahwa transfer embrio yang dilakukan
karena suami maupun istri dengan alasan tidak menghendaki kehamilan, hukumnya haram.

Mengingat pada fatwa MUI tahun 2006 telah menjelaskan tentang teknik bayi tabung yang
menggunakan proses transfer embrio ke rahim titipan bahwa para ulama MUI telah
mengharamkan teknik ini berdasarkan beberapa landasan, salah satunya dengan kaidah ushul
figih yaitu “menghindari mafsadat atau mudharat harus didahulukan daripada mencari
maslahat”. Namun dalam fatwa MUI 2006 ini tidak menjelaskan alasan-alasan spesifik
keharamannya sebagaimana yang ada pada fatwa MUI 1979 yang meyebutkan secara jelas
mafsadat yang terkandung dalam praktik transfer embrio secara umum adalah masalah
kerumitan dalam penentuan nasab dan hak waris. Namun demikian, sesungguhnya ada satu hal
pertimbangan yang tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat maslahat yang akan didapatkan jika
praktek transfer embrio ke rahim titipan ini dilakukan, yaitu lahirnya seorang anak dari rahim
seorang perempuan yang secara medis tidak mampu mengandung dan melahirkan secara alami,
sebagaimana yang disampaikan oleh Najib Junaidi.

Oleh sebab itu, perlu diketahui bahwa konsep maslahat dalam Sadd adz-dzari’ah selalu
berhubungan erat dengan Fath adz-dzari’ah, masalahat inilah yang kemudian menjadi
pertimbangan dalam setiap putusan MUI. Sadd adz-dzari’ah merupakan suatu kategori yang

tidak membolehkan suatu perbuatan karena apabila dilakukan dikhawatirkan akan menimbulkan

Fatwa Keputusan [jma Ulama Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia, Op.Cit.
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kerusakan. Sedangkan Fath adz-dzariah merupakan suatu kategori yang membolehkan suatu
perbuatan yang dimungkinkan akan memberikan kebaikan yang lebih banyak daripada

kemafsadatan.'’

Dalam pengertiannya ini, sesungguhnya keduanya memiliki pembahasan yang
sama yaitu dalam hal pertimbangan yang berkaitan dengan mashlahah.

Kemudian jika menyelisik mengenai hal ini, terdapat pula adanya perdebatan antar ulama
mengenai boleh dan tidaknya transfer embrio ke rahim titipan yang tidak lepas dari mafsadat dan
maslahah yang digunakan sebagai dasar dari masing-masing pendapat. Sebagaimana pendapat
Yusuf Qardhawi yang mengharamkan pelaksanaan teknik ini, beliau berpendapat bahwa semua
ahli figh tidak membolehkan penyewaan rahim dari berbagai bentuknya. Menurutnya, para ahli
figh dan para pakar dari bidang kedokteran telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan suami
istri atau salah satunya untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan demi membantu
mereka mewujudkan untuk mempunyai keturunan. Namun, mereka mensyaratkan sperma harus
milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga diantara mereka, misalnya
dalam masalah bayi tabung.

Mengenai hal ini, Yusuf Qardhawi juga menyebutkan, jika sperma berasal dari laki-laki
lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari
wanita lain, inipun sama tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini, menurut beliau dikarenakan
cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, siapakah sang ibu dari
bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, ataukah yang
menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan? Padahal, ia hamil dan
melahirkan bukan atas kemauannya sendiri, bahkan jika wanita tersebut adalah istri lain dari
suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya dengan cara ini tidak diketahui
siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi akan dilahirkan kelak.
Juga, kepada siapakah nasab sang bayi akan disandarkan, pemilik sel telur atau si pemilik
rahim?'%

Sedangkan pendapat ulama yang membolehkan pelaksanaan sewa rahim ini adalah seperti
pendapat yang diutarakan oleh Ali Akbar. Beliau berpendapat bahwa menitipkan bayi tabung
pada wanita yang bukan ibunya hukumnya boleh. Dikarenakan si ibu tidak bisa
menghamilkannya yang disebabkan rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan
anak kepada wanita lain diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh
pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.

Pada pendapat yang diuraikan Ali Akbar di atas, beliau memperbolehkan pelaksanaan

teknik transfer embrio ke rahim titipan karena mengandung mashlahat, diantaranya

1% Nurdin Baroroh, Op.Cit. Hal. 303
10 yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer-..., Op.Cit, him. 659-660.
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menggunakan kemajuan teknologi dan pengetahuan dalam bidang kedokteran utnuk membantu
suami istri yang menginginkan keturunan. Serta beliau menyamakan teknik ini dengan
kebolehan untuk menyusukan anak kepada wanita lain dan bahkan memperbolehkan untuk
memberikan upah kepada wanita tersebut.

Dengan adanya perbedaan pendapat antar ulama mengenai keharaman atau kebolehan
penggunaan teknik sewa rahim. Maka mengenai pembahasan ini, sebagaimana penulis
sebelumnya bahwa ulama dalam membahas permasalahan ini tentu dengan melihat dan
menggunakan pendekatan mashlahat yang berarti meraih manfaat atau menghindarkan
kemudharatan (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syari’at (Magdasyid Syari’ah) dan
menjadikan syar’at sebagai ukuran dalam penetepan suatu hukum.

Menurut para ahli ushul figh, mashlahat (manfaat) dapat diperoleh melalui dua kategori
yaitu Jalbu al-Mashlahah (upaya untuk menghasilkan mashlahah) dan Dar’u al -Mafasid yang
berarti menolak bahaya atau kerusakan. Menurut Imam Syatibi, bahwa mashlahat bisa dipandang
valid dalam syari’ah (mu’tabarah) selama ia tidak bertentangan dengan Magqasyid al-Syariah,
yatu dalam memelihara agama (ad-Din), jiwa (an-Nafs), akal (al-Aql), keturunan (an-Nasl) dan
harta (al-Mal)."®" Dengan demikian mashlahah yang dianggap dalam Islam hanya untuk hal
utama yaitu untuk melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kelestarian hidup manusia, dan
melindungi harta benda. Hal ini juga sama sebagaimana yang disampaikan oleh Imam al-
Ghazali yang mengatakan bahwa menjaga dan melindungi lima hal ini disebut Mashalah,
sedangkan merusaknya disebut dengan mafsadah.'®*

Dalam menentukan hukum yang dibangun atas dasar mashlahah, hal ini terdapat
pertentangan di antara ulama figh. Golongan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i tidak
menganggap maslahah mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan
memasukkannya ke dalam bab giyas. Jika suatu mashlahat tidak ditemukan nash yang dijadikan
acuan giyas, maka maslahat tersebut dianggap batal. Imam Malik dan golongan Hambali
berpendapat bahwa mashlahah dapat diterima dan dijadikan sebagai sumber hukum. Sebab pada
hakikatnya, keberadaan mashlahat adalah dalam rangka merealisasikan magasyid syari’ah
(tujuan-tujuan Syariah), meskipun secara langsung tidak terdapat nash yang menguatkan.'® Para
ulama menjadikan hujjah mashlahah, mereka berhati-hati dalam hal tersebut. Sehingga tidak
menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari’at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan.

Karena itu mereka mensyaratkan dalam mashalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum.

1! Yusuf Qardhawi, Madkhal llaa Diraasah al Syariah al Islamiyah, (Kairo: Makabah Wahbah, 1999), hlm.
59

12 Tbrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Gharnati As-Syatibi Juz 1, hlm. 53

' Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figih, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010), him. 336
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Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut: pertama, bahwa kasus yang
dihadapi haruslah termasuk bidang mu’amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya
dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat.
Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari’ah dan tidak boleh
bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut
haruslah berupa hal-hal yang pokok dan dharuriyah, bukan yang bersifat penyempurna (hajivah
maupun tahsiniyah). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta. Sedangkan hal-hal berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki
kehidupan dan hal-hal penyempurna bersifat “hiasan dan tambahan”.'®*

Sementara itu, al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar maslahah dapat dijadikan
sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah pertama, maslahah mursalah dalam
mengaplikasinya sesuai dengan ketentuan syara’. Kedua, mashlahah mursalah tidak
bertentangan dengan ketentuan nash syara’ (al-Qur’an dan Hadits). Ketiga, mashlahah mursalah
adalah sebagai kepentingan umum masyarakat.'®’

Berdasarkan persyaratan mashlahah yang dikemukan oleh para ahli ushul figh di atas,
dapat dipahami betapa eratnya hubungan metode mashlahah dan magqasyid syari’ah. Ungkapan
Imam Malik bahwa mashlahah harus sesuai dengan tujuan yang disyari’atkan hukum dan
diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan. Begitu pula dengan syarat ketiga yang
dikemukakan al-Gazali, menurutnya yang dimaknai aspek dharariyah tiada lain untuk menjaga
lima unsur pokok mashlahah atau Kulliyat al-Khamsah tiada lain adalah untuk memelihara lima
unsur pokok masalah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Para jumhur Ulama telah merumuskan syarat-syarat mashlahah agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya dan bisa dijadikan sebagai dalil syar’i dan menundukkan hukum Islam
secara proporsional, syarat-syarat tersebut diantaranya:

a. Kemashlahatan tersebut harus sesuai dengan magasyid syari’ah, semangat ajaran,
dalil-dalil kulli dan dalil naqli.

b. Kemashlahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang
diluar batas, dalam artian kemashlahatan itu bisa dilaksanakan.

c. Kemashlahatan itu harus menyakinkan, dalam artian kemashlahatan itu berdasarkan
penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa

mendatangkan manfaat dan menghindarkan mafsadat.

1% M. Maslehuddin, Islamic Yurisprudence and The Rule of Nececsity and Need, Terj. A. Tafsir, Hukum
Darurat dalam Islam, (Bandung: Pustaka, Cet. 1, 1985), him. 48

195 Mukhsin Jamil (ed), Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press,
2008), hlm. 24
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d. Kemashlahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan

kepada sebagian kecil masyarakat.'®®

Dari sinilah kemudian kemashlahatan dapat dijadikan sebagai batu pijakan dan pedoman
pokok MUI dalam memecahkan berbagai permasalahan hukum yang tidak ada ketegasannya
dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, serta belum pernah diijtihadkan oleh ulama-ulama figh masa
lalu. Hal tersebut selaras dengan yang tertera dalam pedoman tata cara penetapan fatwa MUI
bahwa dasar-dasar untuk mengeluarkan fatwa menurut urutan tingkat adalah al-Qur’an, as-
Sunnah, ijma’, dan qiyas yang mu’tabar, dalil-dalil hukum lain, seperti Istihsan, mashlahah
mursalah, dan Sadd adz-Dzari’ah. Hal itu harus disusul dengan penelitian pendapat para Imam
madzhab dan fugaha yang mengemukakan penelaahan mendalam tentang masalah serupa.

Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dalam bidang kesehatan dan
kedokteran juga terdapat masalah-masalah yang berhubungan dengan status hukum Islam.
Sebuah produk yang dihasilkan dari temuan atau hasil pengembangan atau penelitian dari bidang
teknologi kadang-kadang atau terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam. Seperti dalam
menentukan permasalahan mengenai transfer embrio ke rahim titipan yang telah dibahas dan
disepakati oleh ulama dengan mengeluarkan fatwa MUI dalam keputusan ijtima’ ulama se
Indonesia ke II tahun 2006.

Mengenai permasalahan teknik transfer embrio ke rahim titipan sebagaimana yang telah
dikeluarkan oleh MUI dalam keputusan ijtima’ ulama tahun 2006 tersebut, secara implisit para
ulama telah sepakat untuk mengharamkan segala bentuk dari teknik ini. Dalam penetapan hukum
haram pada teknik tersebut, penulis berusaha menggunakan pendekatan mashlahah sebagaimana
yang telah dikemukakan sebelumnya.

Syarat maslahah yang pertama bahwa kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan magashid
asy-Syari’ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil gath’i. Para ulama dan cendekiawan
muslim menganggap bahwa teknik tersebut merupakan perbuatan yang menimbulkan banyak
kemadharatan/mafsadat ketimbang mashlahat. karena pelaksanaan teknik tersebut telah
bertentangan dengan salah satu dari tujuan syari’at (maqgasyid syari’ah) yaitu untuk melindungi
keturunan. Menurut Yusuf Qardhawi, terkait teknik transfer embrio ke rahim titipan atau sewa
rahim akan menimbulkan kekacauan terhadap nasab anak.'®” Karena anak yang lahir dari proses
teknik ini dilahirkan secara tidak alami, padahal dengan melalui cara alami inilah Allah telah

menciptakan manusia sebagai sunnatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan serta

1% Abu Ishaq al-Syatibi, AI-Muwadfaqat fi al-Islami, terj. Mahmud Zur, Cet. 1 ( Jakarta: Bulan Buntang,
1973).

"y usuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Op.Cit.
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akan mengakibatkan rusaknya hakikat dari manusia itu sendiri yang telah dimuliakan oleh Allah.

Berdasarkan firman Allah QS. Al-Isra’ [17]: 70 :
(Vo) Sl WA (R 538 e ahlilinig il o 2ALE 355 Ay ol b aAlls 5 A0 5 L SR el

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat merka
di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan
Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan
makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al-Isra’ [17]:70)'¢

dan QS. At-Tm [95]: 4:
(£) s k] b Syl il

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-
sebaiknya” (QS. At-Tin [95]:4)169

Kedua dalil yang bersumber dari ayat al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa manusia
diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan,
sehingga melebihi makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan
manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri dan juga
menghormati martabat sesama manusia. Sebaliknya kehamilan bayi tabung dengan
menggunakan sperma atau ovum donor itu pada hakikatnya merendahkan harkat manusia itu
sendiri (human dignity)."™

Selain itu, ulama sepakat dalam keharamannya teknik tersebut karena dikhawatirkan
apabila tetap dilaksanakan akan dijadikan sebagai ladang bisnis dengan menyewakan rahimnya
sebagai alat mencari nafkah sebagaimana yang terjadi di Negara India dan lainnya.'”' Dengan
merebaknya teknik transfer embrio atau sewa rahim ini sebagai lading bisnis, sehingga dapat
menurunkan drajat manusia, maka hal inilah yang dimaksud pada putusan fatwa MUI 2006.

Rusaknya hakikat sebagai manusia ketika dilahirkan melalui teknik inilah yang
mengakibatkan proses transfer embrio ke rahim titipan sebagai perbuatan yang bertentangan
dengan dalil-dalil al-Qur’an dan jelas mengandung mafsadat yang lebih besar ketimbang
mashlahat, sehingga dapat merusak tujuan syari’at (magasyid Syari’ah) dalam melindungi

keturunan manusia dan penerusnya.

18 Departemen Agama RI...., Op.Cit, hlm. 427

' Ibid...., him. 1066

170 Adi Maulana, dkk, Op.Cit, hlm. 10.

"' Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum, (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2012), him. 38
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Selain itu, praktek transfer embrio ke rahim titipan yang berasal dari hasil sperma dan
ovum pasangan suami yang sah kemudian dimasukan ke dalam rahim wanita lain tanpa adanya
perkawinan yang sah, maka hukumnya haram, hal ini bisa disamakan dengan melakukan
perbuatan zina sebagaiaman Hadits yang diguanakan sebagai landasan hukum fatwa MUI

2006.'7

030 (o U5 lgaa s Aakad (a ) e 22T 500 35 3 Bl sl afle oo bl 305 08
EATNAY,
Artinya: “Rasulullah bersabda: “tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik

dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang
tidak halal baginya.”

Oleh karena itu pada putusan ijtima ulama tahun 2006, para ulama sepakat bahwa untuk
megharamkan segala teknik dari transfer embrio ke rahim titipan dengan yang alasan bahwa
praktek tersebut bertentangan magqdashid al-Syai’’ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil
gath’i.

Selanjutnya, syarat maslahat yang kedua bahwa kemaslahatan itu membawa kemudahan
dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam artian kemaslahatan itu bisa
dilaksanakan. Maslahah yang ditimbulkan dari teknik sewa rahim atau transfer embrio ke rahim
titipan ini adalah untuk membantu pasangan suami dalam mendapatkan anak. Namun sejatinya,
dalam proses tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dilansir dari detik.com
memberitakan bahwa seorang wanita yang bernama Kim Kardashian hendak menggunakan jasa
sewa rahim karena dirinya mengalami placenta accrete’’* yang berpotensi mengancam
nyawanya, sehingga tidak memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan, dalam berita
tersebut juga mencamtumkan biaya yang harus ia keluarkan yang jika semua ditotal ia harus

175 Belum lagi dampak psikologis

menyiapkan uang sekitar USD 122.850 atau sekitar 1.6 Milyar.
negative baik dari ibu penyewa yang sejatinya belum mengetahui berhasil atau tidaknya secara
pasti, maupun dari ibu pengganti yang beresiko tinggi karena mereka diminta untuk

menyerahkan bayi dan terpaksa untuk tidak memiliki perasaan pada bayi yang dikandungnya.

172

PDF.
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Fatwa Keputusan [jma Ulama Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia pada tanggal 26 Mei tahun 2006,

YPlacenta Accrete adalah kondisi pembuluh darah plasenta (ari-ari) atau bagian-bagian lain

dari plasenta tumbuh terlalu dalam pada dinding rahim. Ini merupakan salah satu masalah kehamilan serius karena
bisa membahayakan nyawa penderita. Lihat: Cut Meurah Yeni, dkk. “Plasenta Previa Totalitas pada Primigravidad:
Sebuah Tinjauan Kasus ” Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, Vol 17. No. 2017.

"https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-3539230/, . di akses pada tangal 31 Agustus 2020 jam
16:45.
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Selain itu, juga akan menimbulkan kerusakan dan fitnah ketika hamilnya ibu pengganti yang
tidak bersuami.'”

Kemudian syarat maslahat yang ketiga bahwa kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam
artian kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan
bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mafsadat. Dalam kasus praktek
transfer embrio ke rahim titipan ini meskipun teknologi dalam dunia kedokteran semakin
canggih, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah kesalahan atau kekhawatiran jika
melahirkan bayi abnormal, sehingga perjanjian sewa rahim terkadang menjadi batal. Hal ini juga
pernah terjadi di Thailand, bayi hasil dari sewa rahim yang bernama Gammy yang dikandung
oleh Pattaramon Chanbua wanita yang berusia 21 tahun. Gammy dilahirkan dalam kondisi down
syndrome yang kemudian dibuang oleh ayah dan ibunya pada bulan Desember 2013. Akhirnya
dari kasus tersebut pemerintah Thailand melarang praktik sewa rahim pada tahun 2014.""

Kemudian syarat maslahat yang ke empat bahwa kemaslahatan itu memberi manfaat
kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat. Hal ini sudah sangat
jelas bahwa praktek transfer embrio atau sewa rahim hanya akan memberikan sedikit maslahat
bagi beberapa orang saja, karena hanya orang yang kuat secara mental dan financial sajalah yang
bersedia mengeluarkan uang dengan jumlah ratusan juta bahkan milyaran dan siap untuk
menerima hasil baik dan buruk dari bayi hasil praktek transfer embrio tersebut. Dan bagi ibu
pengganti yang menyewakan juga harus siap merelakan anak yang telah dikandung dan
dilahirkannya.

Pada dasarnya anak yang dihasilkan oleh praktek transfer embrio ini juga bisa
dikategorikan sebagai suatu maslahah sebagaimana yang disampaikan oleh Najib Junaidi, namun
maslahah tersebut apabila ditinjau dari segi kekuatannya, maka hal ini tidak dapat digolongkan
sebagai sesuatu kebutuhan dharuriyah, melainkan hanya termasuk sebagai pelengkap hajat
mansuia untuk mendapatkan keturunan. Hal ini merujuk pada teori yang dikemukakan al-Gazali,
menurutnya bahwa yang dimaknai aspek dharariyah tiada lain untuk menjaga dan memelihara
lima unsur pokok mashlahah atau Kulliyat al-Khamsah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta. Sedangkan praktik transfer embrio ini telah bertentangan dengan Kulliyat al-Khamsah atau
magqashid al-SyarT’ah, terutama dalam bidang menjaga keturunan.'”

Selain itu, teknik transfer embrio ke rahim titipan tersebut telah menimbulkan masalah

terhadap nilai-nilai sosial yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat. Terhadap konsep

176 Moh. Adib Bisrih, Terjemahan Al-Fardidul Bahiyah Risalah Qawa’id Figh, (Kudus: Menara Kudus,
1977), hlm. 70

"https://www.liputan6.com/hot/read/3937756/kisah-pilu-bayi-hasil-sewa-rahim-dibuang-karena-alami-
kondisi-ini di akses pada tanggal 31 Agustus 2020 jam 17.05

78 Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa.., Op.Cit, hlm. 174
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tentang keluarga misalnya “ayah, ibu dan anak”, akan mengalami pergeseran makna. Bahkan
boleh jadi menambah kerumitan keluarga. Misalnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan
persoalan mahram, nikah, kewarisan, wasiat dan lain sebagainya.'” Selain itu, terkadang dapat
terjadi adanya penyia-nyiaan terhadap anak yang dihasilkan dari teknik sewa rahim, misalkan
terjadi suatu cacat pada anak tersebut atau hal-hal yang tidak dapat diterima oleh pihak penyewa,
dan pihak yang disewa juga tidak mau merawatnya karena tidak termasuk dalam kesepakatan
antara pemilik ovum dan pemilik rahim.

Perbandingan antara mafsadat dan maslahah dalam praktek transfer embrio ke rahim
titipan, maka dalam uraian di atas menunjukkan betapa banyaknya mafsadat yang akan di
dapatkan dibandingkan dengan maslahah yang akan diperoleh dari praktik tersebut. Dalam
penentuan maslahah juga menunjukkan bahwa praktik transfer embrio ini belum sampai pada
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama, diantaranya praktik transfer embrio ini
belum sesuai dengan kebutuhan magashid al-syari’ah, praktik transfer embrio ini jika dilihat
baik dari segi pelaksanaan maupun suatu yang dihasilkan hanya akan mendatangkan kesulitan
dan mafsadat yang lebih besar. Selain itu, meskipun terdapat kemaslahatan yang akan diperoleh,
namun kemaslahatan tersebut hanya akan diperoleh kepada sebagian kecil masyarakat yang
mampu secara financial maupun mental, kemudian jika ditinjau dari segi kebutuhan, maka
praktek ini tidak sampai kepada drajat dharuriyah, sehingga bisa dikatakan bahwa keinginan
untuk mendapatkan anak dari proses transfer embrio ke rahim titipan ini dapat dikategorikan ke

dalam maslahah Hajiyyah atau maslahah Tahsiniyyabh.

B. Analisis Status Dan Hak Waris Anak Berdasarkan Putusan Ijtima’ Ulama Se Indonesia
II Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan.

Salah satu bentuk akibat dari adanya suatu pernikahan yaitu dengan lahirnya seorang anak
di dalam rumah tangga mereka. Lahirnya seorang anak sebagai akibat dari adanya pernikahan
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan akan melahirkan adanya hubungan nasab
antara laki-laki dan perempuan tersebut dengan keturunannya. Oleh karena itu, hak pertama yang
harus diterima seorang anak yang dilahirkan dari kedua orang tuanya berhak untuk mendapatkan
hubungan nasab dengan orang tuanya. Pengertian nasab menurut Wahbah Zuhaily adalah suatu
pondasi yang kokoh bagi bangunan keluarga yang berdasarkan kesatuan darah atau
pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Seorang anak adalah bagian dari
ayahnya dan seorang anak adalah bagian dari anaknya.'®™ Dengan demikian nasab adalah

pengakuan secara syar’i bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga

' Said Agil al-Munawar, Hukum Islam dan..., Op.Cit, hlm. 106.
180 Wahbah az-Zuhaili, A-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), him. 673.
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sang anak menjadi salah seorang anggota keluarganya. Oleh karena itu, sang anak mendapatkan
hak-hak sebagai akibat adanya hubungan.

Seorang anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah adalah anak sah sehingga
nasabnya dapat disandarkan kepada orang tua biologisnya. Namun, dalam kasus teknik sewa
rahim atau transfer embrio ke rahim titipan akan berdampak pada status nasab dari anak yang
dilahirkan tersebut. Karena akan menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai apakah nasab dari
anak yang dilahirkan melalui teknik ini dapat disandarkan kepada ibu pemilik sel telur atau ibu
yang mengandung dan melahirkan. Mengenai permasalahan penetapan status nasab dari anak
yang dilahirkan melalui teknik ini, para ulama berpendapat bahwa permasalahan tersebut
merupakan persoalan yang rumit yang mengakibatkan perbedaan pendapat antar ulama.

Perdebatan panjang para ulama mengenai status nasab anak yang lahir dari teknik transfer
embrio ke rahim titipan, yang diadakan dalam forum Al-Majma’ al-Fighi al-Islami pada
pertemuan ke tujuh yang dilaksanakan pada tahun 1989. Pada forum tersebut, para ulama
mendebatkan siapa yang berhak menjadi ibu nasab dari anak tersebut. Dalam forum tersebut
menghasilkan beberapa pedapat para ulama.

Ulama yang menyatakan bahwa yang menjadi ibu nasab dari anak yang dilahirkan melalui
trasnfer embrio ke rahim titipan tersebut adalah pemiliki ovum sebagaimana yang diutarakan
oleh Syekh Mustafa al-Zarqa dan dianut serta didukung oleh ulama lainnya dengan mendasarkan

pada dalil dalam firman Allah QS. Al-Insan ayat 2 yang berbunyi:
(V) 1 e Uapa 328 45 el 4k e (L) UGS )

Artinya: “Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dari setets air mani yang
bercampur, yang hendak Kmai uji, maka Kami menjadikannya dapat
mendengar dan melihat”.(Qs. Al-Insan [76]: 2)'!

Selain berdasarkan dalil diatas, terdapat argumen-argumen yang menjadi dasar dari
pendapat tersebut diantaranya: pertama, bahwa sel telur (ovum) itu seperti bibit tanaman, dan
rahim itu seperti tanah. Setiap tanaman tumbuh sesuai dengan bibitnya, tanah hanya media tanam
yang memberinya tempat nutrisi. Kedua, embrio yang ditanam di dalam rahim itu berasal dari
sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah. embrio tersebut baru dimasukkan ke dalam
rahim setelah terbentuk di tabung. Jadi perempuan yang mengandung dan melahirkannya hanya
membantu memberi nutrisi selama masa kehamilan. Oleh karena itu, si pemilik rahim memiliki

status hukum yang sama dengan perempuan yang menyusui. Ketiga, sifat-sifat genetis anak yang

181 Departemen Agama Rl..., Op.Cit, him. 993
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diturunkan melalui sperma dan ovum bukan melalui kehamilan. Maka embrio dari sperma dan
ovum orang kulit putih yang ditanam di dalam rahim perempuan kulit hitam akan tetap
menghasilkan anak berkulit putih.'®*

Selanjutnya pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang menjadi ibu dari anak tersebut
adalah ibu yang telah mengandung dan melahirkan. Pendapat ini dianut oleh ulama Abdul
Hamid as-Saih, Usamah Abdul Aziz, Ali al Tantawi da lain lain.'® Pendapat ini didasarkan dalil
dalam firman Allah QS. Al-Ahqgaf ayat 15:

Toes (500 Al s alas 5T & Al 55 s 58 4] AR B 4l 5 LY Wka s

Artinya: “Kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang
tuanya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan
susah payah. Masa kehamilannya dan penyapihannya adalah tiga puluh
bulan”(Qs. Al-Ahqaf [46]: 15)'

Pada dasarnya, para ulama telah menyepakati bahwa ibu adalah seorang yang

mengandung dan melahirkan, hal ini berdasarkan dalam ketentuan firman Allah tentang konsep

ibu dalam al-Qur’an sebagaimana dalam surah QS. Al-Mujadalah ayat 2 yang berbunyi:

.4 TP T I S A SO S N N R B C P T T TR
15555 I3 G 1555 (51580 24305 245005 (1 9) a8l () Zeledl Gh e agilis (e i (5 mldad (ol
(V) D5 3wl &5

Artinya: “Orang-orang diantara kamu yang mendzihar istrinya (menganngap istrinya

sebagai ibunya), padahal istrinya itu bukanlah ibunya, ibu-ibu mereka

hanyalah perempuan yang melahirkan dan sesungguhnya mereka

mengatakan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah maha
pemaaf, maha pengampun.”(Qs. Al-Mujadalah [58]:2)'%

Dari ayat di atas dapat diambil satu hukum tentang konsep ibu sejati menurut al-Qur’an
adalah ibu yang memiliki ovum, mengadung, melahirkan dan menyusui. Hal inipun senada
dengan konsep Ibu menurut Said Agil Munawwar yang menyatakan bahwa anak kandung adalah

anak yang dihasilkan dengan melalui keempat proses tersebut.'®

Oleh karena itu, jika dikaitkan
dengan praktik transfer embrio, maka wanita pemilik ovum maupun wanita yang disewa tidak
bisa dikategorikan sebagai ibu sejati dari anak yang dilahirkan, karena tidak memenuhi unsur-

. 18
unsur di atas.'®’

182Najib Junaidi, Penenaman Embrio Pada Rahim Istri Yang Lain...., Op.Cit, hlm. 203

" Ibid

'8 Departemen Agama R1I...., Op.Cit, him. 814

" Ibid...., hlm. 898

'% Said Agil Husain Al-Munawar, Op.cit. him. 105.

87 H.M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan ...,Op.Cit, hlm. 91.
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Menurut Yusuf bin Abdurrahman Farat, bahwa hakikat keibuan adalah pengorbanan,
pemberian, kesabaran, ketegaran, perjuangan, dan penderitaan. Hal tersebut hanya dialami dan
dirasakan oleh ibu yang mengandung dan melahirkan, bukan orang yang hanya memberikan
ovumnya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seorang ibu yang hanya memberikan ovumnya
tanpa merasakan kepayahan, penderitaan, pengorbanan dan perjuangan selama kehamilan dan
persalinan layak disebut ibu sejati.'®®

Namun, dalam realita kehidupan masyarakat muslim semenjak zaman Nabi SAW hingga
kini perempuan yang diperlakukan sebagai ibu nasab dengan segala konsekuensinya, termasuk
hubungan kewarisannya dengan anak adalah perempuan yang mengandung dan melahirkannya,
tanpa melihat asal usul sperma dan ovumnya. Secara tidak langsung telah terjadi ijma’ yang
mengakui bahwa ibu nasab bagi setiap anak adalah ibu yang mengandug dan melahirkan.
Sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa setiap anak bernasab kepada ibu yang
melahirkannya, baik kehamilannya terjadi sah maupun tidak sah.'®’

Selain perbedaan pendapat mengenai nasab anak terhadap jalur ibu, para ulama juga
berbeda pendapat apabila anak dinasabkan dari jalur bapak. Ada yang berpendapat bahwa anak
tersebut tidak mempunyai hubungan apapun dengan pemilik benih (ayah pemilik sperma) dan
yang kedua berpendapat bahwa anak dinasabkan kepada orang pemilik benih (sperma). Namun,
apabila bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami dan istri yang sah, kemudian
embrionya ditanam di dalam rahim istri yang lain, maka ulama sepakat bahwa si suami adalah
ayah nasab dari anak yang lahir dari proses tersebut. Tetapi kalau bayi tabung yang berasal dari
hasil sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah kemudian dimasukkan ke dalam rahim
wanita lain tanpa adanya perkawinan yang sah, maka hukumnya haram, hal ini bisa disamakan
dengan melakukan zina.'”

Dalam buku Ensiklopedi Hukum menjelaskan bahwa nasab seseorang kepada ibunya
terjadi karena adanya kehamilan yang disebabkan adanya hubungan seksual yang dilakukan
dengan seorang laki-laki baik hubungan itu dilakukan berdasarkan adanya akad nikah maupun
perzinaan.'' Sedangkan nasab anak terhadap ayahnya bisa disebabkan karena ada tiga hal, yaitu;
melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid, dan melalui hubungan senggama

karena adanya wati syubhat."”

' yusuf bin Abdurrahman Farat, 4/-Tatbigat Al-Mu asiroh Li Saddi Al-Dhari’ah, (Kairo: Dar al-Fikr al-
Arabi, Cet.1, 2003), hlm. 105.

"®*Wahbah az-Zuhaili, Op.Ciz, him. 675

H .M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan ...,Op.Cit, him. 91

1 Abdul Aziz Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),
him. 1304.

%2 Ibid.. him. 286.
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a. Melalui Pernikahan yang sah

Pada dasarnya proses kehamilan dan kelahiran anak hanya dapat terjadi apabila
adanya proses bertemunya sperma suami dengan ovum istri, dalam Islam disebut
dengan uluq. Proses tersebutlah yang dapat mengakibatkan adanya hubungan nasab
anak dengan ayahnya. Hubungan nasab tersebut dapat terjadi adanya suatu akad nikah
yang sah yang berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut.
Selanjutnya, bahwa akad nikah tersebut menjadi penentu adanya hubungan kerabat
tersebut.'””

Penentuan nasab tersebut harus berdasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut:

a. Suami termasuk orang yang dianggap sudah mampu untuk memberi keturunan,
yang berdasarkan kesepakatan ulama fikih adalah seorang laki-laki yang sudah
baligh. Karena itu, nasab tidak dapat terjadi pada seorang laki-laki yang belum
baligh dan tidak mampu untuk melakukan senggama yang disebabkan karena
adanya suatu penyakit kecuali penyakit yang bisa diobati.

b. Menurut ulama Hanafi, anak tersebut harus lahir setelah enam bulan dari
perkawinan dengan syarat bahwa telah melakukan hubungan senggama dengan
istri. Ulama menambahkan apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan
dari akad maka nasabnya tidak dapat dihubungkan kepada ayahnya.'”*

c. Suami istri bertemu minimal satu kali setelah terjadinya akad, hal ini
merupakan suatu syarat yang telah disepakati oleh ulama. Namun, terjadi
perbedaan pendapat antara ulama, dalam mengartikan arti dari “Bertemu”
tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama
Hanafi menyatakan bahwa yang menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan
perkiraan menurut logika semata. Oleh sebab itu, apabila menurut logika ada
pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah enam

bulan dari akad, maka dapat dinasabkan kepada ayahnya.'”

b. Melalui Pernikahan Fasid
Para ahli fugaha sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam
pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam perkawinan yang sah,
dengan syarat: Pertama, suami punya kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu

seorang yang baligh dan tidak memiliki satu penyakit yang bisa menyebabkan istrinya

19 Amir Syariffudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 176
194 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 10, (Beirut: Dar al-Fikr), him. 7257
193 1bid, him. 7257
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tidak bisa hamil. Kedua, adanya persetubuhan suami istri. Ketiga, anak yang dilahirkan

dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya persetubuhan.'*®

c. Melalui adanya Wati Syubhat

Wati syubhat adalah terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan
karena kesalahan, misalnya dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki
menyetubuhi seorang perempuan di dalam kamarnya yang menurut keyakinannya
adalah istrinya. Dalam kasus seperti itu, apabila wanita tersebut melahirkan seorang
anak dalam kurun waktu enam bulan atau lebih (masa kehamilan) setelah terjadinya
hubungan tersebut, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada laki-laki yang
menyetubuhinya. Akan tetapi, apabila anak yang dilahirkan melebihi batas maksimal
kehamilan tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang telah menyetebuhi wanita
tersebut.'”’

Islam memperbolehkan melakukan hubungan seksual kepada pasangan yang telah menikah
secara sah, dan jika apabila terjadi pembuahan maka akan jelas hukum status pada anak tersebut.
Karena anak sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Begitupun dengan anak yang
tidak sah, apabila melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan yang sah, maka anak
yang terlahir akan menjadi tidak sah. Sama dengan halnya kasus sewa rahim atau transfer embrio
ke rahim titipan ini, yang mentransplantasikan embrio ke rahim wanita yang rahimnya disewa
tersebut dan apabila terjadi pembuahan maka status dari anak tersebut tidak sah dan tidak jelas.

Selanjutnya mengenai pengertian anak sah yang terdapat dalam Undang-undang No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi “anak sah adalah anak yang dilahirkan
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) Pasal 99 yang berbunyi “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat
perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh
istri tersebut.” Berdasarkan beberapa dasar hukum tersebut bahwa anak sah adalah anak yang
dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.

Mengenai status anak yang lahir melalui teknik transfer embrio ke rahim titipaan ini
dimungkinkan memiliki dua kemungkinan terkait ibu yang menjadi ibu pengganti yaitu wanita
yang sudah menikah dan gadis atau janda. Jika yang menjadi ibu pengganti tersebut adalah gadis

atau janda maka anak yang dilahirkan adalah anak di luar perkawinan dari wanita tersebut.

1% Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2008), him.184

197 Sakirman, Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak, (Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 2,
STAIN Jurai Siwo Metro, Desember 2015), hlm. 367
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Sering disebut sebagai anak yang dilahirkan karena zina, yaitu akibat dari hubungan suami atau
istri dengan laki-laki atau wanita lain. Sedangkan apabila yang menjadi ibu pengganti adalah
wanita yang sudah menikah, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dari pasangan suami
istri yang menyewakan karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Namun dalam hal
ini suami dari ibu pengganti tersebut dapat menolak kehadiran anak yang lahir dari teknik sewa
rahim dikarenakan bukan anak kandungnya. 198

Selain permasalahan terhadap status nasab anak yang lahir dari teknik transfer embrio tentu
yang menjadi perdebatan antar ulama lainnya adalah dalam hal kewarisan anak tersebut. Dalam
menentukan hak kewarisan anak harus diketahui kepada siapa ia bernasab, namun dalam
pembahasan di atas telah diketahui bahwa yang menjadi nasab anak tersebut adalah ibu yang
mengandung dan melahirkan. Karena anak yang dilahirkan melalui sewa rahim atau transfer
embrio ke rahim titipan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan ayah yang membuahi. Maka
anak yang lahir hasil dari teknik ini bisa dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan
atau bisa juga disebut dengan anak hasil perzinaan. Oleh karena itu, anak yang lahir melalui
teknik sewa rahim hanya mempunyai kekerabatan dan kewarisan dengan ibu yang mengandung
dan melahirkannya dan secara otomatis anak tersebut tidak berhak untuk menjadi ahli waris serta
tidak bisa menerima warisan dari ayah biologisnya. Apabila anak yang lahir dari ibu pengganti
atau ibu yang menyewakan rahimnya mempunyai ikatan perkawinan dengan suaminya maka
kewarisannya kembali ke suami ibu pengganti tersebut sampai suami mengatakan “tidak”.

Kedudukan anak hasil sewa rahim atau transfer embrio ke rahim titipan menurut Islam
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan
yang tidak jauh berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, dimana seorang
anak yang lahir di luar nikah maka hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga
ibunya yang secara otomatis anak tersebut tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari laki-laki
yang membuahi. Apabila si ibu pengganti memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lain
(seorang suami), maka anak yang dilahirkan adalah “anak sah” dan nasabnya kembali kapada
suami ibu pengganti (Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974) sampai suami mengatakan
“tidak™ atau mengingkari anak tersebut, maka suami memilki hak untuk mengingkari anak yang

dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui lembaga li’an.'”’

'®Filda Achmad Al Yadainy, Op.Cit, hlm. 95
*DY. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarga Putusan MK
tentang Uji Materiil UU Perkawinan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), him. 83
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan diatas yang mengenai permasalahan tentang
transfer embrio ke rahim titipan yang berdasarkan pada keputusan ijtima’ ulama Se Indnonesia
ke II tahun 2006, terdapat beberapa kesimpulan yang diambil diantaranya:

1. MUI dalam putusan ijtima’ ulama tahun 2006 telah mengharamkan segala bentuk dari
teknik transfer embrio ke rahim titipan atau sewa rahim. Keharaman tersebut
disebabkan teknik transfer embrio ke rahim titipan tersebut mengandung banyak
kerusakan (mafsadat) daripada kemashlahatannya. Hal ini telah sesuai dengan kaidah
ushul figh yang digunakan dalam putusan ijtima’ ulama tahun 2006 yang berbunyi
“menghindari mafsadat atau madharat lebih didahulukan daripada mencari
mashlahah”. Adapun alasan yang menjadi latar belakang keharaman teknik transfer
embrio ke rahim titipan tersebut adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat mashlahah
sebagaimana yang telah ditentukan oleh para ulama, yaitu: Pertama, praktek transfer
embrio ini bertentangan baik dengan magqgashid al-syari’ah (menjaga keturunan/nasab)
maupun dengan al-Qur’an dan Hadits. Kedua, praktik transfer embrio jika dilihat baik
dari segi pelaksanaan maupun bayi yang dihasilkan hanya akan mendatangkan kesulitan
dan mafsadat yang lebih besar, karena selain membutuhkan jumlah uang yang tidak
sedikit dan juga harus menyiapkan mental untuk menerima hasilnya. Ketiga, praktik
transfer embrio juga belum mampu memberikan kepastian keberhasilannya, karena
kemungkinan terjadinya sebuah kesalahan atau kekhawatiran jika melahirkan bayi
abnormal. Keempat, praktek transfer embrio atau sewa rahim hanya akan memberikan
sedikit maslahat bagi beberapa orang saja, karena hanya orang yang kuat secara mental
dan finansial yang dapat menjalankan. Selain itu, jika ditinjau dari segi kebutuhan,
maka praktik transfer embrio pada rahim titipan ini tidak sampai kepada kebutuhan
pokok atau dharuriyah, melainkan hanya termasuk sebagai pelengkap hajat manusia

untuk mendapatkan keturunan.

2. Status anak yang dilahirkan melalui sewa rahim atau transfer embrio ke rahim titipan
sebagaimana yang tercantum pada poin (4) putusan ijtima ulama tahun 2006. Para

ulama dan cendekiawan muslim telah sepakat bahwa status nasab dari anak yang lahir
83
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melalui teknik transfer embrio ke rahim titipan dapat disandarkan kepada ibu yang telah
mengandung dan melahirkannya (pemilik rahim) bukan ibu pemilik ovum. Karena ibu
pemilik rahim tersebut merasakan perjuangan dan penderitaan untuk mengandug dan
melahirkan anak tersebut sebagaimana yang tercantum pada hakikat keibuan. Nasab
anak kepada ibu bisa terjadi karena kehamilan yang disebabkan hubungan seksual
dengan laki-laki baik adanya akad nikah maupun perzinaan. Sedangkan nasab anak
kepada ayah dapat terjadi karena ada tiga hal, yaitu adanya perkawinan yang sah,
perkawinan yang fasid dan adanya nikah syubhat. Sedangkan dalam kewarisan anak
hasil dari praktik transfer embrio ini dapat disandarkan hanya kepada ibu dan keluarga
ibunya, dikarenakan antara anak dan ibunya terikat adanya suatu hubungan darah.
Adanya suatu hubungan darah inilah yang menyebabkan seorang berhak untuk waris

dan mewarisi.

B. Saran

1. Kepada pasangan suami istri yang telah lama menikah, namun belum dikaruniai anak.
diharapkan tidak untuk melakukan teknik transfer embrio ke rahim titipan atau sewa
rahim, dimana teknik tersebut jelas hukumnya adalah haram. Jika pasangan suami istri
hendak memiliki anak maka lakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh agama.

2. Kepada masyarakat terutama para wanita diharapkan untuk melakukan teknik transfer
embrio ke rahim titipan. Karena teknik ini akan mengakibatkan hilangnya mawrah dan
kemuliaan seorang perempuan. Karena rahim merupakan suatu yang tidak dapat untuk
disewakan maupun dijual belikan.

3. Kepada pemerintah untuk lebih tegas terhadap pelarangan sewa rahim dengan cara
menerbitkan peraturan-peraturan dan bagi yang ketuan melakukan transaksi sewa rahim

maka harus ditindak secara tegas.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan
rahmat, hidayah serta inayahNya kepada penulis sehingga dengan pertolongan-Nya penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah memberikan dorongan motivasi dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat
kekurangan, karena adanya keterbatasan dan kemampuan pengetahuan yang penulis miliki.

Namun, penulis berharap dan berdoa mudah-mudahan hasil karya yang sangat sederhana ini
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dapat memberikan manfaat bagi penulis serta para pembaca pada umumnya dan juga dapat
memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum Islam terutama yang mengenai transfer

embrio ke rahim titipan atau sewa rahim.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

V. TRANSFER EMBRIO KE RAHIM TITIPAN

A. Hetentuan Hulkum:

1. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma
suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim
wanlta lain hukumnya tidak boleh (haram).

2. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma
suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim
isteri yang lain hukumnya tidak boleh (haram].

3. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma
suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim
wanita lain yang disebabkan suami dan/atau isteri tidak
menghendaki kehamilan hukumnya haram.

4, Status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan
pada point 1, 2 dan 3 di atas adalah anak dari ibu yang
yang melahirkannya.

B. Dasar Huokum:

1. Q5. al-lsra: 70

e AUy S S A AU A G WS
“Dan sesungguhnya telah Kami muliokan anak-anak Adam, Kami
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki
dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan

kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah
Kami ciptakan”

2, QSat-Tin: 4
pas® cpanl B LS UL 56

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk
yang sebaik-baiknya”
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Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan
oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai
kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhiuk
Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan
manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati
martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama
manusia. Dalam hal ini transfer embrio hasil inseminasi buatan
dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat
manusia sejajar dengan umbuh-tumbuhan dan hewan yang
diinseminasi.

3. Hadits Nabi:

b i §1505 bela (LG [l AW plaly Al (i 15 5N Ui Y
"Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Aflah dan Harl

Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain
(istri orang lain).” (HR. Abu Daud)

4. Qaidah Fighiyah :

CJL"‘“J: iadl s e ":-..-u..n"’ EW A | g
"Menghindari mafsadah atou mudharat harus didahulukan
daripada mencari maslohah”
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